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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR:  59/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te r sebu t  d i  bawah 

in i ,  da lam  perkara  anta ra :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. PETRUS  MOTE,  S.E. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,    peker j aan  Karyawan  BUMD, 

Tempat  Tingga l  Perum Organda  Blok  C No.  

253  Heram,  Kota  Jayapura ;  

2. ALEXANDER EDOWAI,  S. Ip ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  PNS,  Tempat  

Tingga l  Karang  Tumar i t i s   Nabi re ;  

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  MELAWAN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KETUA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM (KPU)  KABUPATEN  DEIYAI ,  

berkedudukan  d i  J ln .  Utama  Waghete  

Kabupaten  Deiya i ;  

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  

kepada  PETRUS ELL,  SH,  RAHMAN RAMLI ,  
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SH,  EMILIANUS ELL,  SH,  YOHANIS  GEWAB, 

SH,  masing- masing  kewarganegaraan  

Indones ia ,  Para  Advokat /Penaseha t  Hukum 

dan  Asis ten  pada  Kanto r  Advokat  dan 

Konsu l t an  Hukum Pie te r  El l ,  SH & Rekan,  

bera lamat  di  ja l an  Sosia l  No.  31  A 

Padang  Bulan  Dis t r i k  Heram  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  te r t angga l  18  November  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha 

Negara   Jayapura  

Nomor:  59/ PEN-DIS/2011 /PTUN.JPR te r t angga l  02  Desember  

2011  ten tang     Penetapan  Lolos  Dissmisa l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  59/PEN.MH/2011/PTUN.JPR  te r t angga l  02  

Desember  2011   ten tang     Penetapan     Penunjukkan  

Maje l i s  Hakim  yang    Memer iksa   dan  Mengadi l i   Perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  maje l i s  Nomor:  

59/P EN. PP/201 1/PTUN.JPR  te r t angga l  05 Desember  2011 

ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  
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- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

59/P EN. HS/201 1/PTUN.JPR  te r t angga l  12  Desember  2011 

ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  

perkara  in i  dan  mendengarkan  kete rangan  saks i  dan  para  

pihak  dipe rs i dangan  ;  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  23 November  2011  yang  dida f t a r kan  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  tangga l  30  

November  2011  dalam  Regis te r  Perkara  No.  

59/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  Gugatan  te rsebu t  te lah  mela lu i  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  12  

Desember  2011,  yang  is i  gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa yang  menjad i  dasar  dar i  gugatan  in i  ada lah  :  

Sura t  Keputusan  Komis i  Peml ihan  Umum Kabupaten  Deiya i  

Nomor  :  08  Tahun  2011  Tentang  Penetapan   Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lulus  dan  Tidak  Lu lus  

te r t angga l  03 November  2011 ;  

Bahwa objek  gugatan  Tata  Usaha Negara  in i  ada lah  sebaga i  
ber i ku t :  

1. Bahwa ob jek  sengketa  Tata  Usaha Negara  di te r b i t k an  oleh  

TERGUGAT pada tangga l  03 Nopember  2011 dan karena  objek  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  d ike lua r kan  oleh  TERGUGAT 

pada  tangga l  03  Nopember  2011  dan  gugatan  in i  d ia jukan  

pada  tangga l  25  Nopember  2011,  jad i  masih  da lam 

tenggang  waktu  90  (Sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  di  

Hal .  3 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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atu r  da lam  keten tuan  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun 1986 Jo  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

2. Bahwa  TERGUGAT te l ah  mengumumkan  waktu  pendaf ta ran  

baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

per iode  2011  – 2016  akan  di l aksanakan  dar i   tangga l  07  

s/d  13  September  2011  sesua i  jadwal  tahapan  yang  

di t e t apkan  TERGUGAT;  

3. Bahwa  PARA  PENGGUGAT mendatang i  Sekre ta r i a t  Kantor  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  (  TERGUGAT )  

untuk  mendaf ta r kan  d i r i  sebaga i  baka l  ca lon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  per iode  2011  –  2016  dengan  mengajukan  

persyara tan  admin is t r a s i  yang  d ibu tuhkan  secara  lengkap  

untuk  tahap  se leks i  penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

pada  tangga l  13  September  2011  dan  TERGUGAT te l ah  

mener ima  se lu ruh  berkas  penca lonan  dengan  baik  dan  

member ikan  tanda  bukt i  pendaf ta ran  penca lonan  kepada  

pendaf ta r ;

4. Bahwa baka l  ca lon  Waki l  Bupat i ,  Ketua  Tim  Sukses  dan  

Ketua- ketua  Par ta i  Pol i t i k  pendukung  bersama  masa 

pendukung  PARA  PENGGUGAT  yang  mendaf ta r kan  PARA 

PENGGUGAT ke  sekre ta r i a t  kanto r  TERGUGAT dan  Calon  

bupat i  t i dak  had i r  pada  saat  pendaf ta ran  penca lonan  

karena  pada tangga l  13 September  2011 i t u  pesawat  t i dak  

bisa  te rbang  ke   Enaro ta l i  dan  Moanemani  dar i  Nabi re  

menginga t  kond is i  cuaca  buruk  namun karena  baka l  Calon  

Bupat i  te lah  melengkap i  dan  memenuhi  a lasan  

ket i dakhad i r an  baka l  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

dengan  Sura t  Mandat  yang  di l en gkap i  juga  dengan  Sura t  

Keterangan ;  

5. Bahwa  PARA PENGGUGAT ada lah  ca lon  Kepala  Daerah  dan  

4
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Waki l  Kepala  Daerah  per iode  Tahun  2011  –  2016  yang  

dica lonkan  oleh  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  (  BARNAS),  Par ta i  Persa tuan  Daerah  

(PPD) ,  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB) ,  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (  PIS) ,  Par ta i  Demokras i  

Pembaharuan  (PDP) ;  

6. Bahwa  PARA  PENGGUGAT diusung  oleh  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  sebanyak  5  (  l ima)  par ta i  yang  memenuhi  

persyara tan  pero lehan  jumlah  kurs i  anggota  DPRD 

Kabupaten  Deiya i  masing- masing  Par ta i  Barnas  sebanyak  2 

(dua)   kurs i ,  Par ta i  PPD sebanyak  2 (dua)  kurs i ,  Par ta i  

PKB sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  PIS  sebanyak  1 

(sa tu )  kurs i  dan  Par ta i  PDP sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  

seh ingga  to ta l  kurs i  sebanyak  7  (  tu j uh  )  kurs i  DPRD 

dengan  jumlah  35  % (  t i ga  puluh  l ima  prosen  )  dar i  

jumlah  anggota  DPRD (  20  kurs i  )  Kabupaten  Deiya i ;  

7. Bahwa  TERGUGAT t i dak  melaksanakan  semua  persya ra tan  

yang  harus  dipenuh i  o leh  para  baka l  ca lon  dalam 

pendaf ta r an  penca lonan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  dar i  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  yang  dia tu r  da lam  pasa l  59  ayat  2 

Undang- Undang  No  32  Tahun  2004  dan  pasa l  14  ayat  7 

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13 Tahun 2010 ;

8. Bahwa berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  7  Tahun  2010  tangga l  10  Mei  2010  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengenai  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah ,  menegaskan  bahwa  keputusan  a  quo  

ada lah  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

9. Bahwa TERGUGAT t i dak  di l aksanakan  sos ia l i s a s i  ta ta  cara  

penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

kepada  semua  baka l  ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  

Hal .  5 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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sebe lum  melakukan  semua  tahapan  keg ia tan  

penye lenggaraan  pemi lukada  Kabupaten  Deiya i ;  

10. Bahwa  TERGUGAT  t i dak  menyampaikan  has i l  

ver i f i k a s i / p ene l i t i a n  persyara tan  admin is t r a s i  

penca lonan  peser ta  pemi lukada  kepada  Baka l  Calon  

Kandida t  dan  atau  Par ta i  Pol i t i k  pengusung  baka l  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i ;  

11. Bahwa  menginga t  te r j ad i  doub le  rekomendas i  par ta i  

po l i t i k  kepada  para  ca lon  kand ida t  maka pada tangga l  22  

Oktober  2011  TERGUGAT  te l ah  mengembal i kan  semua 

Rekomendas i  Par ta i  Pol i t i k  kepada  ca lon  kand ida t  dan  

Pengurus  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  dengan  TERGUGAT 

mengeluarkan  sura t  Nomor  50/KPUD/PEMBERITAHUAN/X/2011  

tangga l  22  Oktober  2011  kepada  para  ca lon  kand ida t  dan  

pengurus  par ta i  po l i t i k  untuk  menghadi r kan  pengurus  

par ta i  po l i t i k  t i ngka t  Pusat  dan  atau  Prop ins i  untuk  

mengk la f i r i k a s i  dukungan  par ta i  po l i t i k  kepada  ca lon  

kand ida t  da lam jangka  waktu  7 har i  dar i  tangg l  22 – 29  

Oktober  2011;  

12. Bahwa  PARA  PENGGUGAT  te l ah  menghadi r kan  Pengurus  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  sebanyak  5  ( l ima)  par ta i  yang  

memenuhi  persyara tan  pero lehan  jumlah  kurs i  anggota  

DPRD  Kabupaten  Deiya i  masing- masing  Par ta i  Barnas  

sebanyak  2  (dua)   kurs i ,  Par ta i  PPD sebanyak  2  (dua)  

kurs i ,  Par ta i  PKB sebanyak  1  (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  PIS  

sebanyak  1  (sa tu )  kurs i  dan  Par ta i  PDP sebanyak  1 

(sa tu )  kurs i ,  seh ingga  to ta l  kurs i  sebanyak  7 (  tu juh  )  

kurs i  DPRD dengan  jumlah  35  % (  t i ga  puluh  l ima  

prosen  )  dar i  jumlah  anggota  DPRD (  20  kurs i  )  

Kabupaten  Deiya i  dan  di te r ima  oleh  TERGUGAT  pada  

tangga l  29  Oktober  2011;  
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13. Bahwa  pada  tahap  pendaf ta ran  dan  ver i f i k a s i  berkas  

ca lon  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  PARA PENGGUGAT, 

TERGUGAT  t i dak   melaksanakan  ver i f i k a s i  berkas  

admin is t r a s i  dan  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  PARA 

PENGGUGAT secara  baik  dan  benar ,   lag i  pu la  TERGUGAT 

menutup  dan meningga lkan  kanto r  TERTGUGAT se lama 2 har i  

ker ja  dar i  har i  Kamis  dan  Jumat  tangga l  27  dan  28 

Oktober  2011  tanpa  alasan  yang  je l as ;  

14. Bahwa  pada  har i  Jumat  tangga l  28  Oktober  2011  PARA 

PENGGUGAT,  t im  sukses  bersama  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

ser ta  Masa Pendukung   PARA PENGGUGAT te lah  menghadi r kan  

pengurus  par ta i  po l i t i k  pendukung   untuk  memenuhi  sura t  

TERGUGAT No.  50/ /KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011  tangga l  22 

Oktober  2011  te tap i  TERGUGAT bersama  sta f  sekre ta r i a t  

se lu ruhnya  t i dak  ada  di  kanto r  TERGUGAT sedangkan  yang  

ada  hanya  pihak  keamanan (po l i s i )  sa ja ,  dan   pada  har i  

ber i ku tnya  PARA PENGGUGAT penuh i   permin taan  TERGUGAT 

dan  di t e r ima  TERGUGAT send i r i  pada  tangga l  29  Oktober  

2011  di  sekre ta r i a t  TERGUGAT  Kabupaten  Deiya i ;  

15. Bahwa  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  PARA 

PENGGUGAT  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  per i ode  Tahun  2011  –  2016  ada lah  

berdasarkan  Sura t  Pernya taan  t i dak  akan  menar i k  

dukungan  kepada  PARA PENGGUGAT sebaga i  ca lon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah .  Sesua i  Pasa l  15  ayat  2  

(  b  )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  dan  Pasa l  59  

ayat  5  (  a,  b  dan  c  )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004;  

16. Bahwa  TERGUGAT dalam  menetapkan  kand ida t  ca lon  te tap  

t i dak  memperhat i kan  dan  mendengar  pendapat ,  saran  dan  

masukan  dar i  masyaraka t  umum sesua i  pasa l  59  ayat  4 

Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  dan  pasa l  17  ayat  5  

Hal .  7 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Peratu ran  KPU  No.  13  Tahun  2010 ;  

17. Bahwa  da lam  tahapan  pelaksanaan  pemi l i han  umum ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  mula i  dar i  

pendaf ta r an  baka l  ca lon  dan  pener imaan  pendaf ta ran  

baka l  ca lon  ser ta  ke lengkapan  admin i s t r a s i  dan  berkas  

dukungan  par ta i  po l i t i k  yang  mengusu lkan  Para  

Penggugat ,  Pener imaan  pendaf t a r an  dan pener imaan  berkas  

ca lon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  Bupat i  d i l akukan  send i r i  

o leh  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  dan  

t i dak  mel iba t kan  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  la i nnya ;  

18.  Bahwa da lam Objek  Sengketa  atau  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  08   Tahun  2011  

tangga l  03 Nopember  2011 ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  yang  Dinya takan  Lulus  dan Tidak  Lulus ,  

ada  te rdapa t  6  (enam)  kasus  pelanggaran  yang  ada  

menjad i  cacat  hukum  ada lah  sebaga i  ber i ku t :  

a. TERGUGAT melu luskan  2  (dua)  pasangan  ca lon  yang  

t i dak  memenuhi  persayara tan  15  % ( l ima  be las  

prosen)  dar i  jumlah  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  

Deiya i  ya i t u  pasangan  ca lon  Bupat i  DANCE  TAKIMAI  

dan  ca lon  Waki l  Bupat i  Agust i nus  Pigome,A.Md.P  

dan  pasangan  ca lon  Bupat i  YOSEP PEKEY,SE  dan 

ca lon  Waki l  Bupat i  YAKOBUS TAKIMAI ,S .Pd  dimana  

kedua  pasangan  te rsebu t  d iusu l kan  oleh  par ta i  

po l i t i k  yang  didukung  hanya  10 % (sepu luh  prosen)  

dar i  jumlah  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  Deiya i ;  

b. Bahwa  sesua i  bag ian  memperhat i kan  poin t  4 

mencantumkan  Keputusan  Rapat  Pleno  Komis i  

Pemi l i han  Umum tangga l  28  Oktober  2011,  TERGUGAT 

t i dak  patuh  dan  taa t  melanggar  jadwa l  yang  

8
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di t e t apkan  oleh  TERGUGAT send i r i ,  sesua i  sura t  

TERGUGAT  Nomor:  50/KPU/  PEMBERITAHUAN/X/2011  

tangga l  22  Oktober  2011  dimana   tangga l  28  

Oktober  2011  ada lah  masih  da lam  tenggang  waktu  

sampai  dengan  tangga l  29  Oktober  2011  sesua i  

sura t  pember i t ahuan  TERGUGAT 

No.50 /KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011  tangga l  22  Oktober  

2011;  

c . Bahwa  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  yang  

mendukung  PARA PENGGUGAT t i dak  d iakomodi r  dan  

t i dak  mencantumkan  dalam lampi ran  Objek  Sengketa ,  

fak ta  membukt i kan  bahwa  Par ta i  PKB ada  1  (sa tu )  

kurs i  (  5 % )  dar i  jumlah  kurs i  d i  DPRD dan dalam 

lampi ran  Objek  Sengketa  harus  mencantumkan  par ta i  

pendukung  sa lah  satu  kand ida t  (caca t  hokum) ;  

TERGUGAT t i dak  punya  kewenangan  untuk  meningga lkan ,  

memindahkan  dan  atau  meniadakan  sebuah  Rekomendas i  

Par ta i  Pol i t i k  dar i  atau  kepada  ca lon  kand ida t  

la i n . t a npa  pember i t ahuan  te r t u l i s  kepada  par ta i  

po l i t i k  yang  bersangku tan ;  

d. Bahwa dalam  lampi ran  Objek  Sengketa  untuk  Par ta i  

Demokras i  Pembaharuan  (PDP)  ada  te r t u l i s  2  kurs i  

d i  DPRD  pada  hal  yang  sebenarnya  ada lah  1 

(  satu  )  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  Deiya i .  (Cacat  

Hukum  ) ;  

e. Bahwa lampi ran  Objek  Sengketa  ada  te r t u l i s  “T idak  

mencapa i  15  % “  untuk  3  ( t i ga )  pasangan  ca lon  

kand ida t ,   pada  hal  yang  te rs i s a  hanya  5  % dar i  

par ta i  PKB send i r i ,  seharusnya  sudah  diakomodi r  

da lam  penetapan  ca lon  te tap  peser ta  pemi lukada .  

Hal .  9 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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(Caca t  Hukum) ;  

f . Bahwa  TERGUGAT  menyampaikan  has i l  ver i f i k a s i  

penetapan  secara  te rbuka  didepan  pub l i c  ada lah  

dalam  bentuk  penyampaian  dan  pembacaan  lampi ran  

objek  sengketa  sa ja ,  pe laksanaannya  bukan  dalam 

bentuk  Rapat  Pleno  KPU  hanya  dibacakan  lampi ran  

sura t  keputusan  penetapan  ca lon  te tap  yang  lu l us  

dan  yang  t i dak  lu l us  ver i f i k a s i  sebatas  i t u  sa ja ,  

maka keg ia tan  pada  har i  Kamis  tangga l  03 Nopember  

2011  adalah  bukan  Rapat  Pleno  karena  t i dak  sesua i  

dengan  mekanisme  dan  bentuk  suatu  rapa t  p leno  

seh ingga  Sura t  Keputusan  KPU Deiya i  Nomor   08  

Tahun  2011  tangga l  03  Nopember  2011  adalah  t i dak  

SAH  dan  Cacat  Hukum;  

19. Bahwa  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  adalah  Par ta i  

Pendukung  PARA PENGGUGAT dengan  kuota  5  % dar i  jumlah  

kurs i  d i  DPRD namun hanya  te rcan tum  “be lum  mencapa i  15  

%” dan SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT Lulus  has i l  ver i f i k a s i  

penetapan  ca lon  te tap  peser ta  pemi lukada  menginga t  

ca lon  kand ida t  la i n  dengan  10 % dar i  jumlah  kurs i  sa ja  

sudah  lu l us  ver i f i k a s i ,  seh ingga  PARA  PENGGUGAT 

dinya takan  lu l us  ver i f i k a s i  penetapan  ca lon  te tap  

dalam  lampi ran  Sura t  Keputusan  TERGUGAT  (  ob jek  

sengketa  ) ;  

Dengan  TERGUGAT menerb i t kan  Objek  Sengketa  in i  te l ah  

merug ikan  kepent i ngan  pol i t i k  PARA PENGGUGAT.  TERGUGAT 

t i dak  punya  kewenangan  untuk  meningga lkan ,  memindahkan  

dan  atau  meniadakan  sebuah  Rekomendas i  Par ta i  Pol i t i k  

dar i  atau  kepada  ca lon  kand ida t  la i n . t a npa  pember i t ahuan  

te r t u l i s  kepada  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan ;  

20. Bahwa  pasangan  ca lon  kand ida t  yang  memenuhi  Sura t  

10
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Pember i t ahuan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  

yang  menghadi r kan  pengurus  par ta i   po l i t i k  t i ngka t  

DPP /  DPD dalam jangka  waktu  7 har i  dar i  tangga l  22 s/d  

29  Oktober  2011  ada lah  PARA PENGGUGAT (  pasangan  ca lon  

Bupat i   PETRUS MOTE,SE dan ca lon  Waki l  Bupat i  ALEXANDER 

EDOWAI,S. IP  )  yang  seharusnya  LOLOS Ver i f i k a s i  sesua i  

sura t  TERGUGAT No.  50/KPU/PEMBERITAHUAN /X /2011  tangga l  

22  Oktober  2011,  namun PARA PENGGUGAT dinya takan  t i dak  

lo l os  ver i f i k a s i ;  

Bahwa TERGUGAT harus  konsekwen  dan  patuh i  keten tuan  dan  

keb i j akan  yang  diambi l  TERGUGAT sesua i  sura t  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Deiya i  No 

50/KPU/PEMBERITAHUAN /X /2011  tangga l  22  Oktober  2011  

te rsebu t ;  

21. Bahwa 2 pasangan  ca lon  Bupat i  Marthen  Ukago,SE,M.S i  dan  

ca lon  Waki l  Bupat i  Agust i nus  Pigome,  AMd.P,  dengan  

berbeda  pasangan  dimana  keduanya  ada lah  pegawai  neger i  

s ip i l  dar i  Kabupaten  Nabi re  yang  BELUM  memenuhi  

persayara tan  te ru tama  Sura t  Iz i n  Pimpinan  dalm  ha l  in i  

dar i  Bapak  Bupat i  Kabupaten  Nabi re  sesua i  pengakuan  

Bapak  Bupat i  Nabi re  beberapa  ka l i  kesempatan  namun 

di t e t apkan  dalam Objek  Sengketa  d inya takan  LULUS dalam 

penetapan  ca lon  te tap  ca lon  peser ta  pemi lukada  

Kabupaten  Deiya i  tahun  2011;  

melanggar  pasa l  15  ayat   2  (  f  )   Pera tu ran  KPU No.  13  

Tahun  2010  dan  pasa l  59  ayat  5  (  g,  h  )  Undang- Undang  

Nomor  32  Tahun  2004;  

22. Bahwa alasan  TERGUGAT t i dak  melu luskan  PARA PENGGUGAT 

sebaga i  ca lon  Bupat i   dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  

per iode  tahun  2011  – 2016  adalah  karena  PARA PENGGUGAT 

Hal .  11 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Ter lambat  Mendaf ta r  dan  Calon  Bupat i  Tidak  hadi r  pada  

saat  Mendaf ta r  dan Tidak  Mencapa i  15 % ,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - -

a. Bahwa alasan  Ter lambat  mendaf ta r  ada lah  hal  i t u   “T idak  

Benar ”  karena  PARA PENGGUGAT mendatang i  Sekre ta r i a t  

Kanto r  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Deiya i  

(  TERGUGAT )  untuk  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  baka l  

ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  per iode  2011  –  2016  

dengan  mengajukan  persyara tan  admin i s t r a s i  yang  

dibu tuhkan  secara  lengkap  untuk  tahap  se leks i  

penca lonan  bupat i  dan  waki l  bupat i   pada  tangga l  13 

September  2011  sesua i  jadwa l  tahapan  pendaf ta ran  dar i  

tangga l  07–13  September  2011  dan  TERGUGAT  te l ah  

mener ima  PARA PENGGUGAT untuk  melakukan  pendaf ta ran ,  

se lan ju t ynya  TERGUGAT  member i kan  BUKTI  PENDAFTARAN 

PENCALONAN  kepada  PARA  PENGGUGAT;  

Diper tegas  lag i  dengan  Pernya taan  TIDAK  TERLAMBAT 

MENDAFTAR te rhadap  PARA PENGGUGAT te l ah  disampaikan  

pengakuan  kebenarannya  o leh  2  anggota  KPUD Deiya i  

masing- masing  Bapak  MELIANUS DOO dan Bapak  JOHANIS MOTE 

a.n .  KPUD Deiya i  pada Jam 14.35   WIT har i  Kamis  tangga l  

03  Nopember  2011   d i  Kanto r  KPUD Deiya i  Waghete  

dihadapan  Kapol res  Pania i  beser ta  pe jaba t  Pol res  

la i nnya ,  7 pasangan  ca lon  kand ida t ,  Pengurus  DPC Par ta i  

Pol i t i k  dan  t im  sukses  yang  t i dak  lo l os ,  pe jaba t  

pemer in tah  yang  ada  beser ta  masyaraka t  yang  hadi r  pada  

saat  i t u ;  

Bahwa Para  PENGGUGAT sudah  benar - benar   mendaf ta r  pada  

tangga l  13  September  2011,  masih  da lam  tenggang  waktu  

pendaf ta r an  pasangan  ca lon  yang  d iusu l kan  oleh  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  dan  perorangan  

sesua i   Sura t  Keputusan  TERGUGAT No.  06  Tahun  2011  

tangga l  12 Ju l i  2011 ten tang  Perubahan  tahapan ,  program 

dan  jadwal  penye lenggaraan  Pemi l i hanUmum Kepala  Daerah  
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dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i ;  

Sesua i  pasa l  59 ayat  2,  ayat  3 dan ayat  5 (a  dan b)  dan  

ayat  7  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  dan  Pasa l  14  ayat  4,  ayat  5  dan  

ayat  6  (a ,  b,  c  dan  d)  dan  pasa l  17  ayat  4  Pera tu ran  

KPU Nomor  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  bDaerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah;  

b. Bahwa  alasan  “Ca lon  Bupat i  Tidak  Hadi r  Pada  Saat  

Mendaf ta r ”  ada lah  BENAR   karena  ada  penggant i nya  

ada lah  Sura t  Mandat ,  Calon  Waki l  Bupat i ,  Ketua  Tim 

Sukses  dan  Ketua- ketua  Par ta i  Pol i t i k  sudah  bisa  dan  

dapat  mendaf ta r kan  penca lonan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  ke  Sekre ta r i a t  Kantor  KPUD kabupaten  Deiya i .  

Calon  bupat i  t i dak  had i r  d isebabkan  karena  hubungan  

t ranspor t as i  udara  (  pesawat )   yang  t i dak  te rbang  dar i  

Nabi re  ke  Enaro ta l i  dan  juga  Moanemani  menginga t  cuaca  

buruk /hu jan  pada  tangga l  13  September  2011  seh ingga  

ca lon  bupat i  te l ah  member ikan  mandat  dan  di l engkap i  

dengan  sura t  kete rangan  dar i  jasa  penerbangan ;  

Berkenaan  dengan  hal  te rsebu t  d i  atas ,  PARA PENGGUGAT 

t i dak  lu l us  ver i f i k a s i  karena  ca lon  bupat i  t i dak  hadi r  

pada  saat  mendaf ta r   sesua i  Objek  Sengketa  .ada lah  

TIDAK BENAR dan TIDAK SAH.  Gabungan Par ta i  Pol i t i k  yang  

mendaf ta r kan  baka l  pasangan  PARA PENGGUGATpada tangga l  

13  September  2011  di  kanto r  TERGUGAT sesua i  jadwa l  

pendaf ta r an  yang  di te t apkan  TERGUGAT dan  sesua i  ta ta  

cara  pendaf ta ran  baka l  pasangan  ca lon  yang  ber laku ,  

sesua i  dengan  pasa l  17  ayat  (3 )  dan  ayat  (4 )  Pera tu ran  

KPU Nomor  13  tahun  2010  ten tang   pedoman tekn i s  ta ta  

cara  penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Jo  Undang- Undang  Nomor.  32  tahun  2004 

pasa l  59  ayat  (1 ) ,  ayat  (2 )  dan  ayat  (7 )  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah ;  
Hal .  13 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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c. Bahwa  alasan  TERGUGAT menolak  untuk  t i dak  melu luskan  

nama  PARA PENGGUGAT sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  ada lah  sama  seka l i  t i dak  

mendasar  yang  didukung  dengan  bukt i   dan  fak ta  data  

yang  objek t i f  menginga t  kenyataan  yang  ada  di l apangan  

bahwa  PARA PENGGUGAT te l ah  diusung  o leh  5  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  dengan  jumlah  35 % dar i  jumlah  kurs i  d i  

DPRD Kabupaten  Deiya i ,  yang  te rd i r i  dar i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  (Barnas)  sebanyak  2  (dua)  kurs i ,  Par ta i  

Persa tuan  Daerah  (PPD)  sebanyak  2  kurs i ,  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  sebanyak  1  kurs i ,   Par ta i  

Demokras i  Pembaharuan  (PDP)  sebanyak  1 (sa tu )  kurs i  dan  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  sebanyak  1  (sa tu )  

kurs i .   Jad i   to ta l  7 kurs i  (35  %) dar i  jumlah  kurs i  d i  

DPRD  yang  mengatakan  t i dak  akan  menar i k  usungan  dar i  

masing- masing  5 ( l ima )  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan  

dan Par ta i  po l i t i k  non seet  yakn i  PNI  Marhaen isme,  PNBK 

dan  PAN;  

23.  Bahwa atas  perbua tan  TERGUGAT yang  mengeluarkan  Objek  

Sengketa  Tata  Usaha Negara  je l as - je l as  sangat  merug ikan  

kepent i ngan  po l i t i k  Para  Penggugat  karena  ak iba t  

d ike lua r kannya  Objek  Sengketa  te rsebu t  PARA PENGGUGAT 

keh i l angan  hak  pol i t i k n ya  yang  di l i n dung i  o leh  Undang-

Undang;

24. Bahwa  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusu lkan  PARA 

PENGGUGAT sebaga i  Calon  Bupat i  dan  ca lon  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011,  Para  Penggugat  dapat  

d ibuk t i k an  dengan  adanya:  

a. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  (  BARNAS)  Nomor  02.18 .1 .Rev /SKEP/DPD-

P/BARNAS/I I I / 2 010  tangga l  02  Maret  2010,  ten tang  

Pengesahan  menjad i  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  untuk  

per iode  2010  –  2015,  Sura t  Rekomendas i  Perse tu j uan  

14
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Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (BARNAS)  

Nomor  60.01 .18 .REK.1 /SKEP/DPP.P/ I I I / 2 010  tangga l  01  

Maret  2010,  Sura t  Keputusan  Depan  Pengurus  Cabang  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Cabang  Kabupaten  Deiya i  Nomor  

02/SKEP/DPC-P.BARNAS/VI I I / 2 011  tangga l  2  Agustus  2011  

ten tang  Pengesahaan  untuk  menjad i  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  (PETRUS  MOTE,SE  dan  ALEXANDER 

EDOWAI,S. IP )  Kabupaten  Deiya i  per iode  2011  –  2016;  

b. Sura t  Kete rangan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (DPD  PIS)  Prop ins i  Papua  Nomor  

009/REKOM/DPD-PIS/X I2011  tangga l  3  September  2011  

per iha l   Rekomendas i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

per iode  2011  – 2016  an.  Pet rus  Mote,  SE dan  Alexander  

Edowai ,S . IP ;  

c . Sura t  Rekomendas i  Pimpinan  Kolek t i f  Prop ins i  Papua 

Par ta i  Demokras i  Pembaharuan  (PKP PDP)   Nomor   01/PKP-

PDP/ IV /2010  tangga l  10  Apr i l  2010  ten tang  Par ta i  

Pengusung  baka l  ca lon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  tahun  

2011  –  2016;  

d. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  Persa tuan  

Daerah  (DPC PPD)  Kabupaten  Deiya i  Nomor  06/SKEP/DPC-

PPD/I I I / 2 011  tangga l  25  Maret  2011  ten tang  Dukungan  

Kandida t  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  an.  PETRUS MOTE,SE 

dan  ALEXANDER  EDOWAI,S. IP ;  

e. Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Kabupaten  Deiya i  Nomor  04/SKEP/DPC-

PKB/ I I I / 2 010  tangga l  24  Maret  2010  ten tang  Pengesahan  

untuk  menjad i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  BUPATI  (  PETRUS 

MOTE,SE  dan  ALEXANDER EDOWAI,S. IP )  Kabupaten  Deiya i  

per iode  2011  –  2016;  

Hal .  15 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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25.  Bahwa  t i ndakan  TERGUGAT mengeluarkan  Objek  Sengketa  

Tata  Usaha  Negara  je l as - je l as  melanggar  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  ya i t u  keten tuan  Pasal  60  ayat  2,  

ayat  3 dan  ayat  4 Undang- Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Jo  

Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah ,  yang  dapat  d i j e l a s kan  sebaga i  ber i ku t :  

a. PARA PENGGUGAT te l ah  memasukkan  berkas - berkas  yang  

dipe r l u kan  sebaga imana  yang  menjad i  persyara tan  

penca lonan  Kepala  Daereah  dan Waki l  Kepala  Daerah  yang  

di ten tukan  oleh  Pasa l  59  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004  Jo  Undang- Undang  Nomor.  12  Tahun  2008  ten tang  

Pemer in tah  Daerah ;  

b. Tergugat  da lam  menerb i t k an  Objek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  melakukan  prosedur  tahap- tahapan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  keten tuan  Pasa l  60  ayat  2 

Undang- Undang Nomor  32 Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  12 

Tahun  2008  ten tang  Pemer in tah  Daerah,  d imana  PARA 

PENGGUGAT  t i dak  mendapatkan  pember i t ahuan  dar i  

TERGUGAT kepada  PARA PENGGUGAT dan Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusu lkan  PARA PENGGUGAT sebaga i  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i ,  yang  te r j ad i  jus t r u  

TERGUGAT mengeluarkan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  

pada  tangga l  03  Nopember  2011,  pada  hal  seharusnya  

TERGUGAT  member i t ahukan  secara  te r t u l i s  kepada  

Pimpinan  Pengurus  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  yang  mengusu lkan  dan  kepada  PARA PENGGUGAT, 

pa l i ng  lambat  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t ung  se jak  tangga l  

penutupan  pendaf t a ran ;  

c . TERGUGAT dalam  menerb i t k an  Objek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  melakukan  pene l i t i a n  ulang  ten tang  

ke lengkapan  dan  perba i kan  persya ra tan  pasangan  ca lon  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  60  ayat  4  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  12  

16
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Tahun  2008  ten tang  Pemer in tah  Daerah,  d imana  

seharusnya  TERGUGAT member i t ahukan  has i l  pene l i t i a n  

te rsebu t  pal i ng  lambat  7  ( tu j uh )  har i  kepada  Pimpinan  

Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabuangan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusu lkan  PARA  PENGGUGAT  sebe lum  TERGUGAT 

menerb i t kan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

26. Bahwa  berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  dapat  d is impu lkan  

bahwa  t i ndakan  TERGUGAT  dalam  menerb i t kan  Objek  

Sengketa  Tata  Usaha  Negara  te l ah  melanggar  keten tuan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  oleh  karena  

i t u  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53 ayat  2 Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  a  quo  patu t  

menuru t  hukum  untuk  d iba ta l kan ;  

27. Bahwa atas  dasar  ura ian  PARA PENGGUGAT te rsebu t  d i  atas  

TERGUGAT te lah  nyata - nyata  melanggar  azas- azas  umum 

Pemer in tahan  yang  baik  sebaga i  ber i ku t :  

a. Azas  Kecermatan ;  

Bahwa  TERGUGAT t i dak  mencermat i  semua  ke lengkapan  

admin is t r a s i  persyara tan  yang  dimi l i k i  o leh  PARA 

PENGGUGAT seh ingga  mengak iba tkan  PARA PENGGUGAT t i dak  

di l o l o s kan  sebaga i  ca lon  te tap  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  08  Tahun  2011  

tangga l  03  Nopember  2011  ten tang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  

dan  Tidak  Lulus ;

b. Azas  Permainan  Yang  Layak  (Fa i r  Play ) ;  

Hal .  17 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Bahwa TERGUGAT te l ah  berbuat  curang  dengan  semena- mena 

mengambi l  keputusan  yang  mengingkar i  hak  

konst i t u s i ona l  PARA PENGGUGAT yang  sebenarnya  memenuhi  

syara t  da lam  Penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  per i ode   2011- 2016.  (Pasa l  28  I  ayat  

2  UUD  1945) ;  

c . Azas  Persamaan;  

Bahwa  TERGUGAT  se la i n  melanggar  azas  in i  juga  

melanggar  pr ins i p  Persamaan  d imuka  hukum dan  pr ins i p  

yang  di j am in  oleh  Konst i t u s i   yakn i  set i ap  warga  

Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  

Pemer in tahan  (  Pasa l  28  D  ayat  3  UUD 1945) ;  

d. Azas  Larangan  Sewenang- Wenang;  

Bahwa TERGUGAT te l ah  ber t i ndak  sewenang- wenang  dengan  

ber laku  semaunya  tanpa  mel iha t  fak ta  bahwa sebenarnya  

PARA  PENGGUGAT sangat  layak  dan  memenuhi  syara t  

d i t e t apkan  oleh  TERGUGAT menjad i  ca lon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011,  berdasarkan  

bukt i - bukt i  yang  dia jukan  oleh  PARA  PENGGUGAT;  

e. Azas  Larangan  Penya lahgunaan  Wewenang;  

Bahwa TERGUGAT te l ah  je l as  dan  te rang  menyalahgunakan  

wewenang  yang  meleka t  padanya  dengan  ber t i ndak  

semaunya  tanpa  melakukan  ver i f i k a s i  yang  sesua i  dengan  

pera tu ran  yang  ber l aku ;  

 

28. Bahwa dengan  t i dak  dimasukan  par ta i  po l i t i k  pendukung  

18
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dalam  lampi ran  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  hanya  

dengan  “T idak  mencapa i  15  % “  untuk  3  ( t i ga )  pasangan  

ca lon  kand ida t ,   pada  hal  yang  te rs i s a  hanya  5  % dar i  

par ta i  PKB send i r i  seharusnya  sudah  diakomodi r  da lam 

penetapan  ca lon  te tap  peser ta  pemi lukada .  untuk  

mengeluarkan   rekomendas i  sudah  dia tu r  da lam AD dan ART 

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  dan  yang  berhak  ada lah  

PARA PENGGUGAT.  maka  Dewan  Pengurus  Cabang  (DPC)  PKB 

berhak  mengeluarkan  rekomendas i  untuk  mengusung  ca lon  

kand ida t  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  seh ingga  PARA 

PENGGUGAT  berhak  menggunakan  rekomendas i  dukungan  

par ta i  po l i t i k ;  

29. Bahwa  dengan  dike lua rkan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  oleh  TERGUGAT je l as  sangat  merug ikan  kepent i ngan  

PARA  PENGGUGAT dan  juga  akan  mengak iba tkan  adanya  

kerug ian  Negara  yang  leb ih  besar  oleh  karena  i t u  PARA 

PENGGUGAT mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  atau  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

perkara  Tata  Usaha  Negara  in i  ,  berkenan  untuk  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  te rhadap  pelaksanaan  

Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  

oleh  keten tuan  Pasa l  67  ayat  2  dan  ayat  3Undang  – 

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo  Undang  Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

Bahwa berdasarkan  se lu ruh  ura ian  di  atas  maka PARA PENGGUGAT 

mohon kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  Cq.  

Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  Sengketa  

Tata  Usaha Negara  in i ,  berkenan  memutuskan  sebaga i  ber i ku t :  

Dalam Penundaan :  

1. Mengabulkan  permohonan  penundaan  Para  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya ;  
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2. Memer in tahkan  TERGUGAT  untuk  menunda  pelaksanaan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi lhan  Umum Kabupaten  

Deiya i  Nomor  08 Tahun  2011  tangga l  03  November  2011  

ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  

Bupat i  Yang  Dinya takan  Lulus  dan  Tidak  Lu lus  sampai  

perkara  Tata  Usaha Negara  in i  berkekua tan  hukum yang  

te tap  ( i n  krahc t ) ;  

Dalam  Pokok  Perkara :  

1. Mengabulkan  gugatan  PARA PENGGUGAT untuk  se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  BATAL atau  TIDAK SAH Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  Tahun  2011  

tangga l  03  Nopember  2011,  ten tang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Lulus  dan Tidak  

Lulus ;  

3. Memer in tahkan  TERGUGAT untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  Tahun  

2011  tangga l  03  Nopember  2011,  ten tang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Yang Dinya takan  Lulus  dan Tidak  

Lulus ;  

4. Memer in tahkan  TERGUGAT  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  baru  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  

te tap  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011  dengan  mencantumkan  PARA  PENGGUGAT  sebaga i  

pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  sebaga i  

peser ta  pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011 ;  

5. Menghukum TERGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

20
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t imbu l  da lam  perkara  in i ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat   te lah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  

15  Desember  2011  yang  is i  se lengkapnya   ada lah  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Ekseps i :

Gugatan  kabur  (Obscuur  L ibe l ) ;  

Bahwa  dal i l - da l i l  da lam  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Para  

Penggugat  t i dak  bera tu ran  dan  tumpang  t i nd i h  ser ta  kacau  

balau .  Para  Penggugat  menyusun  gugatan  secara  sembarangan  

sa ja  seh ingga  membingungkan  orang  yang  membacanya,  misa lnya :  

pos i t a  angka  1  berb i ca ra  ten tang  objek  sengke ta  kemudian  

langsung  masuk  pada  tahapan  pendaf t a ran ,  kemudian  pada  

pos i t a  angka  8  baru  berb i ca ra  lag i  soa l  kewenangan  

mengadi l i ,  dan  pada  pos i t a  23  ten tang  mengeluarkan  objek  

sengketa . . . . d an  sete rusnya .  Seharusnya  saat  pemer iksaan  

pers i apan  hal - ha l  seper t i  in i  sudah  harus  dipe rba i k i  baru  

kemudian  masuk  pada  acara  pembacaan  gugatan .  Dengan  gugatan  

seper t i  in i  ten tu  membuat  k i t a  ber tanya - tanya :  layakkah  

gugatan  seper t i  in i  d is i dangkan?  Tentu  jawabannya  ada lah  

t i dak  karena  gugatan  i t u  kabur  seh ingga  karenanya  sudah  

sepatu tnya  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd ) ;  

Dalam  Pokok  Perkara :  

 

1. Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Gugatan  Para  Penggugat ,  kecua l i  yang  secara  

tegas  dan  nyata  d iaku i  kebenarannya  dalam 

pers idangan .   Bahwa dengan  adanya  penolakan  

se lu ruh  dal i l  Gugatan ,  maka  Penggugat  
Hal .  21 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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harus lah  membukt i kan  se lu ruh  dal i l  Gugatannya  

di  depan  pers i dangan ;  

2. Bahwa secara  r i ngkas  kami  je l askan  bahwa kami  

menanggap i  secara  kese lu ruhan  da l i l - da l i l  

pos i t a   gugatan  mula i  dar i  angka  1  sampai  

dengan  angka  26  sebaga i  ber i ku t :  

- Bahwa  ten tang  pen i l a i an  mengenai  ob jek  sengketa  da  

kewenangan  memer iksa  objek  sengketa  dalam  Perkara  in i ,  

kami  tegaskan  merupakan  kewenangan  yang  meleka t  secara  

abso lu t  pada  Per t imbangan  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i ,  

untuk  i t u  kami  serahkan  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  

Perkara  in i  untuk  meni la i n ya ;  

- Bahwa  t i dak  benar  Para  Penggugat  adalah  Calon  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  karena  yang  benar  adalah  

Para  Penggugat  baru  sebaga i  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  

dan Baka l  Calon  Waki l  Kepala  Daerah  per iode  tahun  2011-

2016  yang  mendaf ta r  sete lah  penutupan  masa pendaf t a r an ,  

dan  saat  i t u  Penggugat  Baka l  ca lon  Bupat i  t i dak  had i r  

pada  saat  mendaf ta r  tanpa  sura t  te r t u l i s ;  

- Bahwa  dar i  data  yang  ada  pada  Terguga t ,  sura t  

penca lonan  da lam  bukt i  Model  B- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  

( te r l amp i r )  Para  Penggugat  diusung  oleh  5 ( l ima )  Par ta i  

Pol i t i k  ya i t u ,  (1 )  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (BARNAS),  

(2 )Par t a i  Persa tuan  Daerah  (PPD) ,  (3 )  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB) ,  (4 )  Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kemerdekaan  Indones ia  (PNBK) ,  (5 )  Par ta i  Nasiona l  

Indones ia - Marhaen isme;  

- Bahwa Terguga t  te l ah  menyampaikan  kepada  Para  Penggugat  

untuk  memperba ik i  dan  menyelesa i kan  semua  persoa lan  

22
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menyangkut  dukungan  par ta i - par ta i  yang  t i dak  je l as  

karena  adanya  dual i sme  atau  dukungan  ganda  te rhadap  

Bakal  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i ;

- Bahwa se lan ju t nya  te rhadap  para  baka l  ca lon  yang  te l ah  

te rda f t a r ,  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  fak tua l  ke  

Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k ,  yang  mana  has i l  ver i f i k a s i  

te rsebu t  menunjukkan  pada  k i t a  semua  fak ta  sebaga i  

ber i ku t :  

1. Bahwa dar i  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  

Faktua l  dokumen  ke lengkapan  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Kabupaten  Deiya i  

Prov ins i  Papua  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  tangga l4  Oktober  2011,  

menunjukkan  adanya  pengangkatan  

saudara  Nata l i s  Edoway  sebaga i  

pe laksana  tugas  DPC Par ta i  Barnas  

yang  harus  menandatangan i  bukt i  

Model  B- KWK.KPU  Par ta i  Pol i t i k  

( te r l amp i r )  te tap i  te rnya ta  bukt i  

Model  B- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  yang  

dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  

di t anda tangan i  o leh  Leonardus  Mote ,  

S.Sos  dan Marten  Giya i ,  A.Md Keswan 

seh ingga  dapat  d ike tahu ibahwa  

Par ta i  Barnas  t i dak  member ikan  

dukungan  yang  sah  kepada  Para  

Penggugat ;  

2. Bahwa  DPP Par ta i  Persa tuan  Daerah  

(PPD)  member ikan  dukungan  kepada  

Pasangan  Baka l  Calon  Yan  Giya i ,  

S.Sos .  MT dan Yanuar i us  Adi ,  S. Ip ;  
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3. Bahwa DPP Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

(PKB)  member ikan  dukungan  kepada  

Amos  Edoway,  S.E  dan  Daud  Pekey,  

S.Sos  dan  perkembangan  te rba ru  

dalam  putusan  No.  

52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  dinya takan  

mendukung  Yanuar ius  L.  Douw,  S.H.  

dan  Linus  Doo,  S.Sos;  

4. Bahwa  DPP Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kemerdekaan  (PNBK)  t i dak  mendukung  

Para  Penggugat ;  

5. Bahwa DPP Par ta i  Nasiona l  Indones ia  

Indones ia - Marhaen isme  t i dak  

mendukung  Para  Penggugat ;  

 

6. Bahwa berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  

yang  di l akukan  te rhadap  berkas  dan 

fak tua l  Para  Penggugat ,  has i l nya  

sebaga i  ber i ku t :  

Para  Penggugat  dinya takan  TIDAK LULUS karena  par ta i -

par ta i  yang  disebu tkan  di  atas  t i dak  mendukung  Para  

Penggugat  seh ingga  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  dukungan  par ta i  atau  dukungan  par ta i  adalah  

0%  (no l  persen) ;  

Bahwa secara  je l as  te rnya ta  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  

dukungan  min ima l  15% sesua i  keten tuan  di  da lam  Pasal  4  

ayat  (1 )  huru f  b Pera tu ran  KPU No.  13  Tahun  2010  ten tang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  
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Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ;  

3. Bahwa  t i ndakan  Terguga t  mengeluarkan  objek  

sengketa  ada lah  te lah  tepa t  dan  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik .  Tergugat  dalam 

mengeluarkan  objek  sengketa  sudah  mela lu i  

prosedur  dan  Pleno  yang  benar  sesua i  dengan  

Pera tu ran  KPU  No.  13  Tahun  2010  ten tang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah;  

- -

4. Bahwa penetapan  6  (enam)  pasangan  ca lon  yang  

te l ah  lu l us  ver i f i k a s i  sebaga imana  te rsebu t  

da lam  objek  sengketa  ada lah  te l ah  benar  

sebaga iman  dia tu r  da lam Pera tu ran  KPU No.  13 

Tahun  2010  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  seka l i pun  di l akukan  ver i f i k a s i  u lang  

te rhadap  berkas  pasangan  Para  Penggugat  

has i l n ya  akan  sama sa ja ,  karena  sudah  je l as  

semua par ta i  te l ah  mendukung  ca lon  yang  la i n ;  

6. Bahwa kami  tegaskan  Terguga t  te l ah  melakukan  

ver i f i k a s i  dengan  benar  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pera tu ran  KPU No.  13 Tahun 2010 ten tang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah;  

Hal .  25 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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7. Bahwa  te rhadap  pos i t a  angka  27  di  tanggap i  

sebaga i  ber i ku t ;  Bahwa  Tergugat  menolak  

penundaan,  karena  pemer iksaan  perkara  in i  

d ip r i o r i t a s kan  seh ingga  akan  dapat  

d ise lesa i kan  da lam  waktu  yang  re la t i f  

s ingka t ,  maka  penundaan  t i dak  per lu  

di l akukan ,  apalag i  secara  te rgesa - gesa  hanya  

berdasarkan  bukt i - bukt i  sep ihak  dar i  Para  

Penggugat  dan  belum  mempela ja r i  bukt i  

Tergugat .  Bahwa dalam perkara  in i  kepent i ngan  

umum leb ih  besar  dar ipada  kepent i ngan  Para  

Penggugat  karena  te rdapa t  6  (enam)  pasangan  

kand ida t  yang  sedang  menja lan i  tahapan  

pemi lukada  Calon  Biupa t i  dan  Calon  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i ;  maka  penundaan  

sewaja rnya  t i dak  di l akukan ,  karena  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  67 ayat  (1 )  undang-

Undang  no.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  “Gugatan  

t i dak  menunda  atau  menghalang i  

d i l aksanakannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  ser ta  t i ndakan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ;  

8. Bahwa   ada lah  sangat  aneh  Para  Penggugat  

meminta  untuk  d i t e t apkan  sebaga i  pasangan  

ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  padah  Para  

Penggugat  t i dak  pernah  memenuhi  persya ra tan  

untuk  lo l os  ver i f i k a s i .  Mengapa t i dak  meminta  

seka l i an  di te t apkan  sa ja  sebaga i  Bupat i  tanpa  

harus  capek- capek  iku t  Pi l kada ;  

9. Bahwa te rhadap  dal i l  pos i t a  gugatan  yang  la i n  

dipandang  t i dak  per l u  di tanggapa i  karena  

t i dak  re levan  lag i  dan  dinya takan  te tap  

di to l ak  oleh  Tergugat ;  

26
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10. Bahwa dengan  demik ian  gugatan  Para  Penggugat  

i t u  t i dak  mempunyai  dasar  hukum  dan  t i dak  

bera lasan  sama seka l i ,  o leh  karenanya  sudah  

sepatu tnya  d i t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  

Onvenke l i j k  verk l aa rd ) ;  

Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  kami  mohon 

kepada   Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  untuk  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t :  

DALAM  PENUNDAAN:  

Menolak   penundaan   da lam  perkara  in i   karena  te lah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (1 )   Undang-

undang  No.  5  Tahun  1986;  

DALAM  EKSEPSI:  

Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  Kabur  (Obscuur  L ibe l ) ;  

DALAM  POKOK  PERKARA:  

1. Mener ima  se lu ruh  Jawaban  Tergugat ;  

2. Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  karena  Gugatan  t i dak  

berdasar  hukum,  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

Gugatan  Tidak  Dapat  Di te r ima ;  

3. Menyatakan  sah  dan  berkekua tan  hukum has i l  ver i f i k a s i  

te rhadap  ke lengkapan  berkas  se lu ruh  pasangan  Bakal  

Hal .  27 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  

Tahun  2011  –  2016;  

4. Menyatakan  Sah  dan  Ber laku  Secara  Hukum  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor:  08 Tahun 

2011 tangga l  03 November   2011 Tentang  Penetapan   Calon  

Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lulus  dan  

t i dak  Lulus ;  

5. Menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  Persyara tan  

untuk  d i  te tapkan  o leh  Tergugat  sebaga i  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun 

2011;  

6. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i ;  

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  Para  

Penggugat  te l ah   mengajukan  rep l i k  secara  l i san  dalam 

pers idangan  tangga l  15  Desember  2011  dan  atas  Repl i k  l i s an  

Para  Penggugat  te r sebu t ,  Tergugat  pada  har i  pers i dangan  yang  

sama mengajukan  dup l i k  secara   l i s an .  Pada pokoknya  masing-

masing  pihak  te tap  ber tahan  pada  da l i l  gugatan  dan  dal i l  

jawaban;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  

dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 40,  dengan  per i nc i an  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P–

1 :  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  Nomor  8 Tahun  2011,  Tangga l  03  November  2011,  

ten tang  Penetapan  Calon    Bupat i  dan  Calon  Waki l  

Bupat i  Yang  Dinya takan  Lu lus  Dan  Tidak  Lulus ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ,  lampi ran  fo tokop i  

dar i  fo tokop i ) ;  - - - - - - -

P–

2 :  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deiya i  Nomor  06  Tahun  2011,  Tangga l  12  Ju l i  2011,  

ten tang  Perubahan  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

3 :  

Daf ta r  Tanda Ter ima  Penyerahan  Dokumen Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  2011- 2016  Yang  diusung  dar i  Par ta i  Pol i t i k  

atas  nama  Pet rus  Mote ,  S.E  dan  Alexander  Edowai ,  

S. Ip ,  tangga l  13  September  2011,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

4 :  

Sura t  Mandat ,  dar i  Pet rus  Mote,  S.E  kepada  Alexander  

Edowai ,  S. Ip .  dan Hendr i k  Bobi i ,  S.Sos ,  te r t angga l  12  

September  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

P–

5 :  

Sura t  Branch  Manager  PT.  Avias ta r  Mandi r i  Cabang 

Nabi re  Nomor:  1/ASM/DCA_NBX/ IX /2011 ,  Per iha l  

Pember i t ahuan  Pembata lan  Penerbangan  ru te  Nabi re  – 

Enaro ta l i  –  Nabi re ,  tangga l  13  September  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

6 :  

Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK.KPU  Par ta i  Pol i t i k ,  

Nomor:  01/CLB/2011  tangga l  10  September  2011  atas  

nama  Pet rus  Mote ,  S.E  dan  Alexander  Edowai ,  S. Ip ,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hal .  29 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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P–

7 :  

Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama  Antar  Par ta i  

Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam  Penca lonan  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Model  B1-

KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  tangga l  16  September  2011,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

8 :  

Pasal  59 ayat  (5 )  huru f  a,  b,  c  Undang- Undang  No.  32  

Tahun  2004,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

P–

9 :  

Pasal  15  ayat  (2 )  huru f  b  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  13  Tahun  2010,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

10:  

Sura t  Pernya taan  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  

Menar i k  Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Model  B2- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK ,  tangga l  10  September  2011,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–11 

:   

Pasal  14  ayat  (7 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–12 

:   

Bagan Ver i f i k a s i  Penca lonan  Bakal  Calon  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i ,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–13 

:   

Rekap i t u l a s i  Daf ta r  Tanda  Ter ima  Pendaf ta ran  dan  

Penyerahan  Dokumen  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  2011- 2016  Yang 

Diusung  Dar i  Par ta i  Pol i t i k ,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–14 

:   

Sura t  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  

Nomor:  50/KPU/D/PEMBERITAHUAN/X/2011  tangga l  22 

Oktober  2011,  per iha l  Pember i t ahuan ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P–

15:  

Kut ipan  sura t  kabar  Papua  Pos  Nabi re  dengan  judu l  

“Aser  Piga i :  KPU Deadl i ne  Sepekan,  Sebelum Penetapan  

Cabup- Cawabup”  tangga l  24  Oktober  2011 ,   ( fo t okop i  

dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

16:  

Ber i t a  Acara  No.  56/BA- KPU/D/VI I / 2011 ,  tangga l  29  

Oktober  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

17:  

Sura t  Keputusan  Dewan Pengurus  Cabang  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor:  02/SKEP/DPC- P.BARNAS/VI I I / 2 011  

tangga l  02  Agustus  2011  ten tang  Pengesahan  untuk  

menjad i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - -

P–

18:  

Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  No.  02.18 .Rev .1 /SKEP/DPD- P.BARNAS/I I I / 2 010  

tangga l  02  Maret  2010  ten tang  Pengesahan  untuk  

menjad i  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  2010,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

19:  

Sura t  Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  No.  01.18 .Rek .1 /SKEP/DPD-

P.BARNAS/I I I / 2 010  tangga l  02  Maret  2010  ten tang  

Pengesahan  untuk  menjad i  Calon  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2010- 2015,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

20:  

Sura t  Rekomendas i  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  No.  60.01 .18 .Rek .1 /SKEP/DPP-

P.BARNAS/I I I / 2 010  tangga l  01   Maret  2010  ten tang  

member ikan  rekomendas i  kepada  Sdr .  Pet rus  Mote ,  S.E  

untuk  menjad i  Calon  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  

2010- 2015,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  31 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P–

21:  

Sura t  Dukungan  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  No.  02.19 .Rek .2 /SD/DPD- P.BARNAS/X/2010  

tangga l  28  Oktober  2011,  mendukung  sepenuhnya  kepada  

Kandida t  Pet rus  Mote ,  S.E  –  Alexander  Edowai ,  S. Ip ,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

22:  

Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  No.  60  1/01 .28 .Rev .1 /SKEP/DPP-

P.BARNAS/DPC/VI I I / 2 010  tangga l  17  Agustus  2010  

ten tang  Pengesahan  Penyempurnaan  Susunan  Pengurus  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Kabupaten  Deiya i ,  Prov ins i  Papua,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

23:  

Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum  Umum 

Depar temen  Hukum dan  HAM RI  Nomor   AHU.4.AH.11 .01 - 31  

tangga l  3  Apr i l  2008  per iha l  Penyampaian  Keputusan  

Menter i  Hukum  dan  HAM ten tang  Pengesahan  Par ta i  

Pol i t i k  menjad i  Badan  Hukum,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

P–

24:  

Sura t  Ketua  DPC Par ta i  Barnas  Kabupaten  Deiya i  Nomor:  

001/SPPP/DPC- BARNAS/I /2011  kepada  Kepala  Kesbangpo l  

Kab.  Deiya i  tangga l  05  Januar i  2011  per iha l  Sura t  

Penganta r  Pendaf ta ran  Par ta i ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

P–

25:  

Buku  agenda  tanda  te r ima  sura t ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ;  - - - - - - -

P–

26:  

Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Indones ia  

Sejah te ra  Prov ins i  Papua  Nomor:  009/REKOM/DPD-

PIS/X I / 2011  tangga l  3  September  2011  per ihak  

Rekomendas i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P–

27:  

Sura t  Koord ina to r  Daerah  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

Kab.  Nabi re ,  Kab.  Pania i ,  Kab.  Dogiya i ,  Kab.  Deiya i  

dan  Kab.  In tan  Jaya  Prov ins i  Papua   Nomor:  

05/P IS /KORDA/2410/2011  tangga l  26 Oktober  2011 kepada  

Ketua  KPU dan Ketua  Pok ja  Pi l kada  Kab Deiya i ,  per iha l  

Sura t  Merev is i  (2 )  Dual i sme  Rekomendas i  PIS,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - -

P–

28:  

Sura t  Koord ina to r  Daerah  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

Kab.  Nabi re ,  Kab.  Pania i ,  Kab.  Dogiya i ,  Kab.  Deiya i  

dan  Kab.  In tan  Jaya  Nomor:  03/P IS /KORDA/2410/2011  

tangga l  3 September  2011,  ten tang  Dukungan  Korda  PIS  

dan  Merekomendas ikan  kepada  Calon  Kandida t  Kab.  

Deiya i  atas  nama  Pet rus  Mote ,  S.E  dan  Alexander  

Edowai ,  S. Ip ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

P–

29:  

Sura t  Koord ina to r  Daerah  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

Kab.  Nabi re ,  Kab.  Pania i ,  Kab.  Dogiya i ,  Kab.  Deiya i  

dan  Kab.  In tan  Jaya  Nomor:  

12/Pmbt l n /P IS /KORDA/ IV /2011  tangga l  13  Ju l i  2011,  

kepada  Kepala  KESBANGPOLLINMAS Kab.  Deiya i ,  per iha l  

Mohon  Bata l kan  SK DPC PIS,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

30:  

Sura t  Pernya taan  Dukungan  Pol i t i k  Dewan  Pimpinan  

Daerah  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  Prov ins i  Papua  

Nomor:  05/SDPD/DPD-PIS/P /04 - 2010  tangga l  27  Apr i l  

2010,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

31:  

Sura t  Rekomendas i  Pimpinan  Kolek t i f  Prov ins i  Papua  

Par ta i  Demokras i  Pembaharuan  (PKP- PDP) Nomor:  01/PKP-

PDP/ IV /2010 ,  tangga l  10  Apr i l  2010,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

32:  

Sura t  Rekomendas i  Pimpinan  Kolek t i f  Prov ins i  Papua  

Par ta i  Demokras i  Pembaharuan  (PKP- PDP)  Nomor:  

6.15 /S . I n t / PKP- PDP/91/X I / 2011 ,  tangga l  07  November  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - -
Hal .  33 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P–

33:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Persa tuan  Daerah l  Nomor:  06/SKEP/DPCD-PPD/I I I / 2 011  

tangga l  25  Maret  2010  ten tang  Pengesahan  untuk  

menjad i  Calon  Bupat i  Dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

P–

34:  

Sura t  Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Persa tuan  Daerah l  Nomor:  01.Rek . /DPCD- PPD-DEY/ IV /2010  

tangga l  02  Apr i l  2010  ten tang  Pengesahan  untuk  

menjad i  Calon  Bupat i  Deiya i  Per iode  2010- 2015,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

P–

35:  

Sura t  Rekomendas i  Kesatuan  Bangsa,  Pol i t i k  dan  

Per l i ndungan  Masyaraka t  Nomor:  

34/ IX /KESBANGPOL.LINMAS/DY/2011  tangga l  22  Agustus  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

36:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Nomor:  04/SKEP/DPCD-PKB/ I I I / 2 010  

tangga l  24  Maret  2010  ten tang  Pengesahan  untuk  

menjad i  Calon  Bupat i  Dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

P–

37:  

Sura t  Rekomendas i  Dewan  Pengurus  Cabang  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (DPC- PKB)  Kab.  Deiya i  Nomor:  

05/SR- DPC.PKB/ I I I / 1 0  tangga l  24 Maret  2010,  mendukung  

dan mengajukan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kab.  Deiya i  per iode  2011- 2015  te rhadap  pasangan  

Alexander  Edowai ,  S. Ip ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

38:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Nomor:  3921/DPP- 02/ IV /A . I / X I I / 2 009  

tangga l  10  Desember  2009  ten tang  Penetapan  Susunan  

Pengurus  Sementara  Dewan  Pengurus  Cabang  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Kab.  Deiya i  Per iode  Tahun  2009-

2010,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P–

39:  

Amar  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jayapura ,  perkara  No.  

83/Pd t .G /PN.JPR tangga l  24 Maret  2009,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

40:  

Kut ipan  sura t  kabar  Papua  Pos  Nabi re  dengan  judu l  

“Kand ida t  Mote  –  Edowai  dan  Dou- Doo  Terpenuh i  

Keten tuan  KPUD Deiya i ”  tangga l  1  November  2011 ,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Para  Penggugat   juga  te l ah  mengajukan  3  

( t i g a )  orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member ikan  

kete rangannya  di  bawah jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  

sebaga i  ber i ku t :  

1. SAKSI :  BENIDIKTUS  KOTOUKI  :  

- Bahwa saks i  menjaba t  sebaga i  Koord ina to r  Daerah  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  Prov ins i  Papua  membawahi  5 

Kabupaten ,  ya i t u  Kab.  Nabi re ,  Kab.  Pania i ,  Kab.  

Dogiya i ,  Kab.  Deiya i  dan Kab.  In tan  Jaya;

- Bahwa  khusus  untuk  daerah  pemekaran  belum  diben tuk  

Badan  Kepengurusan  Daerah ,  jad i  be lum ada  Ketua ,  Waki l  

ketua ,  Sekre ta r i s  dan  sete rusnya  dan  kewenangan  

berka i t an  dengan  dukungan/  rekomendas i   da lam  Pi l kada  

kabupaten  menjad i  kewenangan  DPD dan DPP;

- Bahwa berka i t an  dengan  Pi l kada  di  Kab.  Deiya i  tangga l  

22  Oktober  2011  saks i  pernah  menghadi r i  undangan  KPU 

Kab.  Deiya i  karena  kand ida t  harus  membawa  pengurus  

par ta i  pendukung,  te tap i  saat  i t u  KPU Kab.  Deiya i  t i dak  

had i r ;
Hal .  35 dar i  46 Hal .  Putusan  No.  59/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa sete lah  survey  lapangan  te rnya ta  di temukan  banyak  

rekomendas i  PIS  kepada  para  kand ida t  seh ingga  tangga l  

29  Oktober  2011  saks i  menyura t  ke  KPU Kab.  Deiya i ,  

in t i n ya  mohon  untuk  ver i f i k a s i  dukungan  ke  Para  

Kandida t  khusus  PIS  di tunda  atau  diba ta l kan  karena  yang  

berwenang  member ikan  rekomendas i  ada lah  DPD;

- Bahwa rekomendas i  dukungan  se lan ju tn ya  dibe r i kan  kepada  

Para  Penggugat ;

- Bahwa  PIS  di  DPRD Kabupaten  Deiya i  mempunya i  ada  1 

(sa tu )  kurs i ;

- Bahwa saks i  mengetahu i  bahwa PIS  se la i n  mendukung  Para  

Penggugat  juga  mendukung  kand ida t  la i n ,  karena  banyak  

yang  mengaku sebaga i  pengurus ;

- Bahwa  Setahu  saks i  o leh  KPU PIS  dinya takan  mendukung  

kand ida t  Pasangan  Dance Tak imei  dan pasangan  Yan Giya i ;

- Bahwa  karena  ada  rekomendas i  ganda,  maka  KPU 

mengembal i kan  ke  masing- masing  Parpo l ,  mana rekomendas i  

yang  sebenarnya ,  sura t  Korda  disampaikan  langsung  

kepada  KPU Kab.  Deiya i  tangga l  29 Oktober  2011;

2. SAKSI :  MELKI  NELIS  GIYAI :  

- Bahwa setahu  saks i  menuru t  SK dar i  DPP Par ta i  Barnas ,  

Ketua  dan  Sekre ta r i s  DPC Kab.  Deiya i  ada lah  Sdr .  

Leonardus  Mote  dan Sekre ta r i s  Marthen  Giya i ;

- Bahwa pernah  saks i  bersama- sama dengan  Ketua  DPC Barnas  

ke  Kanto r  Kesbangpo l  L inmas  Kab  Deiya i  untuk  
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mendaf ta r kan  kepengurusan  DPC Par ta i  Barnas   Kab.  

Deiya i  dengan  sura t  penganta r  nomor :  001/SPPP/DPC-

Barnas  tangga l  11 Januar i  2011;

- Bahwa se lan ju t nya  sura t  d i te r ima  oleh  Kepala  Kesbangpo l  

L inmas  Kab.  Deiya i  (Daud  Ikomoy)   dengan  Nomor  Agenda  

17 dan t i dak  ada DPC Par ta i  Barnas  la i n  sebe lumnya  yang  

mendaf ta r ;

3. SAKSI  :  HENDRIKUS BOBII ,  S.Sos

- Bahwa  pada  tangga l  13  September  2011  saks i  dan  Tim 

Sukses  dan  Calon  Waki l  Bupat i  (A lexander  Edowai )  

melakukan  pendaf ta r an  di  KPU Kabupaten  Deiya i  pada  jam  

11.00  malam;

- Bahwa Saat  i t u  d i  KPU ada dua kand ida t  la i n  juga  sedang  

mendaf ta r ;

- Bahwa  Saks i  menghadap  Ketua  KPU te tap i  karena  masih  

te r ima  kand ida t  la i n  hanya  di tanya  “mana  01”  dan  saks i  

menjawab  “01  t i dak  bisa  hadi r  karena  kesu l i t a n  

t ranspor t as i / c uaca  buruk  seh ingga  pesawat  di tunda”  tap i  

saks i  d ibe r i  sura t  mandat  oleh  01,  dan saks i  menyiapkan  

berkas  pendaf t a ran ;

- Bahwa  sete lah  mener ima  kedua  kand ida t  (pasangan  

Pakage/ I kemaou  dan  Yanuar ius  Doo/Pau lus  Do)  Ketua  KPU 

ke lua r ,  seh ingga  dengan  bantuan  Pol i s i  Ketua  KPU 

kembal i  dan saks i  menyerahkan  berkas  pendaf t a r an ;

- Bahwa Sete lah  proses  pendaf t a ran  se lesa i  saks i  d ibe r i  

tanda  te r ima  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mendafa r  d i  KPU 

dan t i dak  te r l ambat ;

- Bahwa  Saat  i t u  d i  ruang  Ketua  KPU  Kab.  Deiya i ,  

d isampaikan  oleh  Ketua  KPU bahwa ka lau  01  t i dak  hadi r  

maka  KPU t i dak  dapat  mener ima,  pendaf t a r an ,  ka lau  02  

yang  t i dak  hadi r  KPU masih  dapat  mener ima;

- Bahwa setahu  saks i  pendaf t a ran  d ibuka  se jak  tangga l  7  
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September  2011 sampai  dengan 13 September  2011

- Bahwa  yang  mener ima  berkas  ada lah  Ketua  KPU send i r i  

(Aser  Piga i ) ,  saat  i t u  semua anggota  KPU had i r  lengkap ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat   te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 5,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

1 :  

Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK.KPU  Par ta i  Pol i t i k ,  

Nomor:  01/CLB/2011  tangga l  16  September  2011  atas  

nama  Pet rus  Mote,  S.E  dan  Alexander  Edowai ,  S. Ip ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i n yadar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

T–

2 :  

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  tengga l  13  September  2011,  beser ta  

lampi rannya ,  ( fo tokop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

T–

3 :  

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Dokumen  Kelengkapan  

Dewan Pimpinan  Cabang  Kabupaten  Deiya i  Prov ins i  Papua 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  tangga l  04  Oktober  2011 

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–

4 :  

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Syara t  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i ,  

tangga l  11  Oktober  2011  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
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T–

5 :  

Ber i t a  Acara  ten tang  Ver i f i k a s i  te rhadap  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  pada  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011 ,  

tangga l  05  Oktober  2011  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  mengajukan  saks i  

meskipun  te l ah  d ibe r i kan  kesempatan  yang  cukup  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa baik  Penggugat  maupun  Terguga t  pada  

pers i dangan   te r t angga l  16  Desember  2011  t i dak  menyerahkan  

kes impu lan  secara  te r t u l i s  masing- masing  menyatakan  

menyerahkan  sepenuhnya  kepada  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  putusan  in i  

sega la  sesuatu  yang  te rmuat  da lam  ber i t a  acara  pers i dangan  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa para  pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan .  Oleh  karena  

i t u ,  Maje l i s  Hakim  mengambi l  putusan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  d iu ra i kan  

ber i ku t  in i  ;

 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  da lam  duduk  perkara  

nya ;  

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  
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Tergugat  te l ah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  15  Desember  

2011,  yang  mana  dida lam  jawaban  te rsebu t  te rmuat  mengenai  

ekseps i   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  dalam  jawaban  Terguga t  

te rnya ta  memuat  ekseps i ,  maka  sebe lum  mempert imbangkan  

ten tang  pokok  sengketa ,  te r l eb i h  dahu lu  Hakim  akan  

mempert imbangkan  mengenai  ekseps i  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  o leh  Tergugat  

pada pokoknya  ada lah  berkenaan  dengan  :

- Gugatan  kabur  (Obscuur  L ibe l ) ;  

Bahwa  dal i l - da l i l  da lam  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Para  

Penggugat  t i dak  bera tu ran  dan  tumpang  t i nd i h  ser ta  kacau  

balau .  Para  Penggugat  menyusun  gugatan  secara  sembarangan  

sa ja  seh ingga  membingungkan  orang  yang  membacanya,  misa lnya :  

pos i t a  angka  1  berb i ca ra  ten tang  objek  sengke ta  kemudian  

langsung  masuk  pada  tahapan  pendaf t a ran ,  kemudian  pada  

pos i t a  angka  8  baru  berb i ca ra  lag i  soa l  kewenangan  

mengadi l i ,  dan  pada  pos i t a  23  ten tang  mengeluarkan  objek  

sengketa . . . . d an  sete rusnya .  Seharusnya  saat  pemer iksaan  

pers i apan  hal - ha l  seper t i  in i  sudah  harus  dipe rba i k i  baru  

kemudian  masuk  pada  acara  pembacaan  gugatan .  Dengan  gugatan  

seper t i  in i  ten tu  membuat  k i t a  ber tanya - tanya :  layakkah  

gugatan  seper t i  in i  d is i dangkan?  Tentu  jawabannya  ada lah  

t i dak  karena  gugatan  i t u  kabur  seh ingga  karenanya  sudah  

sepatu tnya  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd ) ;  

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  Tergugat  te rsebu t ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  dengan  

mempedomani  keten tuan  pasa l  77  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986  Jo.  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  maka Ekseps i  yang  d ia jukan  oleh  

Tergugat  te r sebu t  te rmasuk  Ekseps i  La in - La in  dan  Ekseps i  

te rsebu t  hanya  dapat  d ipu tus  bersama- sama  dengan  pokok  
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perkaranya  ;

Menimbang,  bahwa  ekseps i  menyangkut  Gugatan  Kabur  

(Obscuur  L ibe l )  yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  pada  in t i n ya  

menyatakan  s is t emat i ka  penyusunan  alasan  gugatan  para  

penggugat  yang  menuru t  Tergugat  tumpang  t i nd i h  atau  t i dak  

bera tu ran ;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  gugatan  harus  memuat  

ha l - ha l  yang  dimaksud  keten tuan  Pasa l  56 Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga i  syara t  fo rmi l  mengajukan  

gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  gugatan  Penggugat  

tangga l  23  November  2011 yang  te lah  dipe rba i k i  tangga l  12 

Desember  2011  dal i l - da l i l  yang  di sampaikan  Penggugat  da lam 

gugatannya  te l ah  memuat  ha l - ha l  sebaga imana  dimaksud  dalam 

keten tuan  pasa l  56,  adapun  dal i l - da l i l  Tergugat  menyangkut  

s is t emat i ka  a lasan  gugatan  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  hal  

te r sebut  t i dak l ah  pr ins i p  s i f a t nya ,  dan  j i k a  te l ah  

menyangkut  ha l  yang  berka i t an  dengan  kewenangan,  prosedur  

maupun  substans i  te rhadap  penerb i t an  objek  sengke ta ,  

nant i nya  akan  menjad i  bahan  per t imbangan  bag i  Maje l i s  Hakim 

dalam  meni la i  atau  menguj i  ob jek  sengketa  in  casu  da lam 

pokok  perkaranya  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  Ekseps i  Tergugat  mengenai  Gugatan  

Kabur  ( Obscuur  L ibe l )  t i dak  cukup  alasan  menuru t  hukum dan  

karenanya  harus  dinya takan  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  secara  

fo rma l  dapat  d i te r ima ,   maka  se lan ju t nya   Maje l i s   Hakim  

akan    mempert imbangkan   ten tang  pokok  perkaranya ,  dengan  

per t imbangan  hukum  sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah  in i  :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  yang   menjad i   ob jek   sengketa   da lam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011,  Tentang  Penetapan  
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Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  yang  d inya takan  Lu lus  

dan  Tidak  Lulus  te r t angga l  03  November  2011  (buk t i  P- 1) ;  
 

Menimbang  bahwa alasan  Para  Penggugat  da lam mengajukan  

gugatan  te rhadap  sengketa  in  casu  pada  pokoknya  menyatakan  

bahwa  penerb i t an  objek  sengketa  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  dan asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ;  

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat  te l ah  menyampaikan  jawabannya  ber tangga l  15 

Desember  2011 ;  

Menimbang,  bahwa dalam dal i l  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

Tergugat  menyampaikan  tanggapan  yang  berka i t an  dengan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  

perkara  in i  merupakan  kewenangan  yang  meleka t  secara  abso lu t  

pada  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  perkara  in i ,  untuk  

i t u  Tergugat  menyerahkan  kepada  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  

Perkara  untuk  meni la i n ya  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  d imaksud,  dengan  

memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  77  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

sebe lum  menguj i  pokok  perkara  in  casu,  Maje l i s  Hakim 

memandang  per lu  untuk  mengura i kan  hal - ha l  yang  berka i t an  

dengan  kewenangan  mengadi l i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berka i t an  dengan objek  sengke ta  in  l i t i s  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  sebaga imana  buny i  keten tuan  pasa l  1  angka  9  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  menyebutkan  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua r kan  oleh  badan  

atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum 

ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  

perundangundangan  yang  ber laku ,  yang bers i f a t  konkre t ,

ind i v i dua l ,  dan f i na l ,  yang menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  

seseorang  atau  badan hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  menel i t i  ob jek  

sengketa  d ihubungkan  dengan  keten tuan  pasa l  1  angka  9 

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  maka objek  sengke ta  ba ik  fo rmat ,  i s i ,  maupun 

ak iba t  hukum yang  di t imbu l kannya  te l ah  memenuhi  unsur - unsur  

pasa l  1  angka  9  te rsebu t  o leh  karena  i t u   Maje l i s  Hakim  

berpendapat  ob jek  sengketa  adalah  merupakan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa untuk  menentukan  apakah  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  Tergugat  bukan  merupakan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  khusus  te rka i t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  dalam  rangka  

penye lenggaraan  Pemi lukada ,  te lah  di ten tukan  sebaga imana  

pengecua l i an  atau  pembatasan  dimaksud  Pasa l  2  huru f  g 

Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Keten tuan  Pasal  2  huru f  g 

Undang- Undang  nomor  9  tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  menyatakan  bahwa  “ t i dak  te rmasuk  dalam  

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha Negara  menuru t  Undang- Undang  

in i  :  Keputusan  Pemi l i han  Umum di  Pusat  maupun  d i  Daerah  

mengenai  has i l  pemi l i han  umum” ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  65 ayat  (1 )  dan ayat  

(3 )  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  pada  pokoknya  menyatakan  Pemi l i han  kepa la  daerah  dan  

waki l  kepa la  daerah  d i l aksanakan  mela lu i  masa pers iapan ,  dan  

tahap  pe laksanaan ,  Tahap  pelaksanaan  sebaga imana  dimaksud  

mel ipu t i  :  

a.   Penetapan  daf ta r  pemi l i h  ;  

b.   Pendaf ta ran  dan  Penetapan  ca lon  kepa la  daerah /wak i l  

kepa la  daerah ;  

c .   Kampanye ;  
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d.   Pemungutan  suara  ;  

e.   Penghi t ungan  suara  ;  dan 

f .  Penetapan  pasangan  ca lon  kepa la  daerah /wak i l  kepa la  

daerah  te rp i l i h ,  pengesahan,  dan  pelan t i k an .  

 Menimbang,  bahwa dar i  tahapan  dimaksud  dapat  d ike tahu i  

bahwa  objek  sengketa  yang  di te rb i t k an  o leh  te rguga t  

merupakan  bagian  dar i  tahapan  Pendaf ta ran  dan  Penetapan  

ca lon  kepa la  daerah /wak i l  kepa la  daerah ,  be lum sampai  kepada  

tahapan  Kampanye maupun tahapan  pengh i t ungan  suara  ;  

Menimbang,  bahwa  sengketa  has i l  pengh i t ungan  suara  

berdasarkan  Pasal  106  ayat  (1 )  Undang- Undang  nomor  32  tahun  

2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  pada  pokoknya  adalah  

kebera tan  te rhadap  penetapan  has i l  pemi l i han  kepa la  daerah  

dan  waki l  kepa la  daerah  yang  hanya  berkenaan  dengan  has i l  

pengh i t ungan  suara  yang  mempengaruh i  te rp i l i h n ya  pasangan  

ca lon  ;  

Menimbang,bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Pera tu ran  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  15  tahun  2008  ten tang  Pedoman  Beracara  

Dalam  Perse l i s i h an  Hasi l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

menyatakan ,  “Ob jek  perse l i s i h an  Pemi lukada  adalah  has i l  

pengh i t ungan  suara  yang  di te tapkan  oleh  Termohon  yang  

mempengaruh i :  a.  penentuan  Pasangan  Calon  yang  dapat  

mengiku t i  puta ran  kedua  Pemi lukada ;  atau  b.  Terp i l i h n ya  

Pasangan  Calon  sebaga i  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  

daerah . ”  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t  te lah  dapat  d ike tahu i  secara  

je l as  ob jek  atau  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  kewenangan  

Mahkamah Konst i t u s i ,  sedangkan  t i ndakan  admin is t r a t i f  berupa  

Keputusan- Keputusan  yang  di te rb i t k an  Tergugat  sepan jang  

t i dak  berupa  has i l  pengh i t ungan  suara  bukan lah  merupakan  

objek  yang  diu j i  o leh  Mahkamah Konst i t u s i  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  ob jek  sengketa  te l ah  

memenuhi  unsur  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang  Nomor  51  tahun  

2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  nomor  5 

tahun  1986  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  t i dak  
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te rmasuk  Sura t  Keputusan  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2  huru f  

g  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  ten tang  perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  seh ingga  Maje l i s  Hakim  menyatakan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  (ob jek  sengketa )  adalah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  

gugatan  dalam  sengketa  in  casu ,  dan  menjad i  wewenang 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  untuk  memer iksa ,  

memutus  dan menyelesa i kannya  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ten tang  pokok  perkara  yang  menjad i  sengketa  

anta ra  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  sehubungan  dengan  

di t e rb i t k annya  Objek  Sengketa  in  l i t i s  ; - - - - - - - - - -  

 Menimbang,  bahwa dengan  mencermat i  da l i l - da l i l  gugatan  

Para  Penggugat ,  jawaban  Terguga t ,  dan bukt i - bukt i  sura t  yang  

dia j ukan  di  pers i dangan ,  untuk  menguatkan  dal i l  gugatannya  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  diber i  

tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 40  dengan  mengajukan  3  ( t i ga )  

orang  saks i  sedangkan  p ihak  Tergugat  mengajukan  bukt i  sura t  

yang  diber i  tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 5 dan t i dak  mengajukan  

saks i  meskipun  te lah  dibe r i k an  kesempatan ,  bahwa  dalam 

rangka  untuk  mengajukan  kebenaran  mater i i l ,  maka  sesua i  

dengan  keten tuan  pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  nomor  51  tahun  2009,  Maje l i s  Hakim 

menentukan  apa  yang  harus  dibuk t i k an ,   beban   pembukt i an  

beser ta  pen i l a i an  pembukt i an ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim 

yang  menjad i  persoa lan  pokok  ada lah  apakah  Objek  Sengketa  a  

quo  di te rb i t k an  te l ah  sesua i  atau  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  dan  atau  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  i t u ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  apakah  Keputusan  Terguga t  a  quo 

ber ten tangan  atau  t i dak  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  atau  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  baik ,  d i l i h a t  dar i  seg i  Kewenangan  

Penerb i t an ,  Prosedura l  maupun  substans inya  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguj i  apakah  obyek  sengke ta  in  

l i t i s  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas  -  asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka Maje l i s  Hakim  akan  menguj i nya  

Undang- Undang  Nomor  :  12  Tahun  2008  Junto  Undang  - undang  

Nomor  32 Tahun  2004  Tentang   Pemer in tahan  Daerah ,  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  sebaga i  keten tuan  dasar  te rb i t n ya  obyek  

sengketa  a quo  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  menyatakan  dalam dal i l  

gugatannya  bahwa Para  Penggugat  ada lah  Baka l  Pasangan  Calon  

Kepala  daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  yang  

te lah  mendaf ta r kan  di r i  pada  tangga l  13  September  2011  pada  

kanto r  KPU  Kabupaten  Deiya i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyatakan  pula  bahwa 

pada  saat  mendaf ta r kan  d i r i  pada  kanto r  Tergugat  te lah  

menyerahkan  berkas  yang  d ida lamnya  te rdapa t  dukungan  dar i  

gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  te rd i r i  dar i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  (  BARNAS),  Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD) ,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB) ,  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (  PIS) ,  

Par ta i  Demokras i  Pembaharuan  (PDP)  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

te rsebu t  memenuhi  persyara tan  pero lehan  jumlah  kurs i  anggota  

DPRD Kabupaten  Deiya i  masing- masing  Par ta i  Barnas  sebanyak  2  

(dua)   kurs i ,  Par ta i  PPD sebanyak  2 (dua)  kurs i ,  Par ta i  PKB 

sebanyak  1 (sa tu )  kurs i ,  Par ta i  PIS  sebanyak  1 (sa tu )  kurs i  

dan Par ta i  PDP sebanyak  1 (sa tu )  kurs i ,  seh ingga  to ta l  kurs i  

sebanyak  7  (  tu j uh  )  kurs i  DPRD dengan  jumlah  35  % (  t i ga  

puluh  l ima  prosen  )  dar i  jumlah  anggota  DPRD (  20  kurs i  )  

Kabupaten  Deiya i ;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  berupa  

46
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Bukt i  P- 6,  P- 7 dan P- 10 (Formul i r  Model  B,  B1,dan  B2- KWK.KPU 

Par ta i  Pol i t i k ) ,  ser ta  P- 17,  P- 18,  P- 19,  P- 20,  P- 21,  P- 26,  

P- 28,  P- 30,  P- 31,  P- 32,  P- 33,  P- 34  dan  P- 36  masing- masing  

merupakan  bukt i  rekomendas i  dukungan  gabungan  par ta i  po l i t i k  

pendukung  pasangan  Para  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  Jawabannya  Tergugat  membantah  

dal i l  gugatan  para  penggugat  te rsebu t  dengan  menyatakan  

bahwa t i dak  benar  Para  Penggugat  ada lah  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  karena  yang  benar  ada lah  Para  

Penggugat  baru  sebaga i  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  dan  Bakal  

Calon  Waki l  Kepala  Daerah  per iode  tahun  2011- 2016  yang  

mendaf ta r  sete lah  penutupan  masa pendaf ta r an ,  dan  saat  i t u  

Penggugat  Baka l  ca lon  Bupat i  t i dak  had i r  pada saat  mendaf ta r  

tanpa  sura t  te r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam  jawabannya  Tergugat  mendal i l k an  

pula  bahwa dar i  data  yang  ada  pada  Tergugat ,  sura t  

penca lonan  dalam  bukt i  Model  B- KWK.KPU  Par ta i  Pol i t i k  

( te r l amp i r )  Para  Penggugat  diusung  oleh  5  ( l ima)  Par ta i  

Pol i t i k  ya i t u ,  (1 )  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (BARNAS),  (2 )  

Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD) ,  (3 )  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

(PKB) ,  (4 )  Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kemerdekaan  Indones ia  

(PNBK) ,  (5 )  Par ta i  Nasiona l  Indones ia - Marhaen isme,  Tergugat  

te lah  menyampaikan  kepada  Para  Penggugat  untuk  memperba ik i  

dan  menyelesa i kan  semua  persoa lan  menyangkut  dukungan  

par ta i - par ta i  yang  t i dak  je l as  karena  adanya  dua l i sme  atau  

dukungan  ganda  te rhadap  Bakal  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i ,  se lan ju t nya  te rhadap  para  baka l  

ca lon  yang  te lah  te rda f t a r ,  Terguga t  melakukan  ver i f i k a s i  

fak tua l  ke  Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k ,  yang  mana  has i l  

ver i f i k a s i  te r sebu t  menunjukkan  fak ta  sebaga i  ber i ku t :  - -  

- Bahwa  dar i  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  

Faktua l  dokumen  ke lengkapan  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Kabupaten  Deiya i  
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Prov ins i  Papua  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

tangga l  4  Oktober  2011,  menunjukkan  

adanya  pengangkatan  saudara  Nata l i s  

Edoway  sebaga i  pe laksana  tugas  DPC 

Par ta i  Barnas  yang  harus  menandatangan i  

bukt i  Model  B- KWK.KPU  Par ta i  Pol i t i k  

( te r l amp i r )  te tap i  te rnya ta  bukt i  Model  

B- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  yang  dia jukan  

oleh  Para  Penggugat  di tanda tangan i  o leh  

Leonardus  Mote ,  S.Sos  dan  Marten  Giya i ,  

A.Md  Keswan  seh ingga  dapat  d ike tahu i  

bahwa  Par ta i  Barnas  t i dak  member ikan  

dukungan  yang  sah  kepada  Para  Penggugat ;  

- Bahwa DPP Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD)  

member ikan  dukungan  kepada  Pasangan  

Baka l  Calon  Yan  Giya i ,  S.Sos.  MT dan  

Yanuar i us  Adi ,  S. Ip ;  

- Bahwa  DPP  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

(PKB)  member ikan  dukungan  kepada  Amos 

Edoway,  S.E  dan  Daud  Pekey,  S.Sos  dan  

perkembangan  te rba ru  dalam  putusan  No.  

52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  dinya takan  

mendukung  Yanuar ius  L.  Douw,  S.H.  dan  

Linus  Doo,  S.Sos;  

- Bahwa  DPP  Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kemerdekaan  (PNBK)  t i dak  mendukung  Para  

Penggugat ;  

- Bahwa  DPP  Par ta i  Nasiona l  Indones ia  

Indones ia - Marhaen isme  t i dak  mendukung  

Para  Penggugat ;  

 

- Bahwa berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  yang  

di l akukan  te rhadap  berkas  dan  fak tua l  
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Para  Penggugat ,  has i l n ya  sebaga i  

ber i ku t :  Para  Penggugat  dinya takan  TIDAK 

LULUS  karena  par ta i - par ta i  yang  

disebu tkan  di  atas  t i dak  mendukung  Para  

Penggugat  seh ingga  Para  Penggugat  t i dak  

memenuhi  syara t  dukungan  par ta i  atau  

dukungan  par ta i  ada lah  0% (no l  persen) ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l  jawabannya  

te rsebu t  p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  

d ipe rs i dangan  berupa  Formul i r  Model  B  –  KWK.KPU  Par ta i  

Pol i t i k  (Buk t i  T- 1) ,  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  tangga l  13  

September  2011  (Buk t i  T- 2)  Ber i t a  acara  Ver i f i k a s i  Syara t  

Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  tangga l  10  Oktober  2011  ( Bukt i  T- 2) ,  Ber i t a  acara  

t entang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Rekomendas i  Dukungan  te rhadap  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  kepa la  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  pada Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  tangga l  05 

Oktober  2011 (Buk t i  T- 3) ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengenai  tahapan /p rosedur  

pene l i t i a n  dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dia tu r  da lam 

Pasa l  60 Undang- undang  Nomor  12 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  

atas  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  (1 ) : Pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  dalam  

Pasa l  59  ayat  (1 )  d i te l i t i  persyara tan  

admin is t r a s i n ya  dengan  melakukan  k la r i f i k a s i  

kepada  ins tans i  pemer in tah  yang  berwenang  dan  

mener ima  masukan  dar i  masyaraka t  te rhadap  

persyara tan  pasangan  ca lon  ;  

- Ayat  (2 ) : Hasi l  pene l i t i a n  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  d iber i t a hukan  secara  te r t u l i s  kepada  

ca lon  par ta i  po l i t i k  dengan  tembusan  pimpinan  

par ta i  po l i t i k ,  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  

mengusu lkan ,  atau  ca lon  perseorangan  pal i ng  lama  

21 (dua  puluh  satu )  har i  te rh i t u ng  se jak  tangga l  
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penutupan  pendaf t a ran  ;  - - - - - - -

- Ayat  (3 ) : Apabi l a  pasangan  ca lon  par ta i  po l i t i k  atau  

gabungan  par ta i  po l i t i k  be lum  memenuhi  syara t  

atau  d i t o l a k  karena  t i dak  memenuhi  syara t  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  58  dan/a tau  

Pasa l  59  ayat  (5 ) ,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  

par ta i  po l i t i k  yang  mengajukan  ca lon  dibe r i  

kesempatan  untuk  melengkap i  dan/a tau  memperba ik i  

sura t  penca lonan  beser ta   persyara tan    pasangan  

ca lon  atau   mengajukan  ca lon  baru  pal i ng  lama  7  

( tu j uh )  har i  se jak  saat  pember i t ahuan  has i l  

pene l i t i a n  persyara tan  o leh  KPU prov ins i  dan/a tau  

KPU  kabupaten /ko ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  (4 )   : KPU  prov ins i  dan/a tau  KPU  kabupaten / ko ta  

melakukan  pene l i t i a n  ulang  ten tang  ke lengkapan  

dan/a tau  perba i kan  persyara tan  ca lon  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (3 ) ,  ayat  (3a) ,   dan   ayat  

(3b)   seka l i gus  member i t ahukan  has i l  pene l i t i a n  

te rsebu t  pal i ng  lama 14 (empat  be las )  har i  kepada  

pimpinan  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  yang  mengusu lkannya  atau  ca lon  

perseorangan  ;  - - - - -

- Ayat  (5 ) : Apabi l a  has i l  pene l i t i a n  berkas  ca lon  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (4 )  t i dak  memenuhi  

syara t  dan di to l ak  oleh  KPU prov ins i  dan/a tau  KPU 

kabupaten /ko ta ,  par ta i  po l i t i k ,  gabungan  par ta i  

po l i t i k ,  atau  ca lon  perseorangan  t i dak  dapat  lag i  

mengajukan  ca lon ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengenai  tahapan /p rosedur  

pene l i t i a n  dalam  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  leb ih  lan ju t  

d ia tu r  da lam Pasa l  39 Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun 2010  yang  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  sete lah  mener ima  sura t  

penca lonan  beser ta  lampi rannya  sebaga imana  d imaksud  dalam  

Pasa l  19  dan  Pasal  38,  segera  melakukan  pene l i t i a n  

persyara tan  admin is t r a s i  dengan  melakukan  k la r i f i k a s i  kepada  

ins tans i  pemer in tah  yang  berwenang  dan mener ima  masukan  dar i  

masyaraka t  te rhadap  pasangan  ca lon ,  dengan  keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  ver i f i k a s i  d i l akukan  te rhadap  ke lengkapan  dan  keabsahan  

berkas  admin is t r a s i  sura t  penca lonan  dan  persyara tan  

ca lon  pal i ng  lama 7 ( tu j uh )  har i ;  - - - - - - - - - - -

b. apab i l a  di temukan  kegan j i l a n  atau  dugaan  ket i dakbenaran  

dokumen  yang  dia jukan ,  KPU  Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  

melakukan  k la r i f i k a s i  kebenaran  dokumen te rsebu t ,  dengan  

keten tuan  set i ap  k la r i f i k a s i  d ise r t a i  ber i t a  acara  has i l  

k la r i f i k a s i  yang  dike tahu i  o leh  ins tans i  yang  berwenang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . KPU Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  waj ib  member i t ahukan  secara  

te r t u l i s  kepada  pasangan  ca lon  mengenai  jen i s  berkas  yang  

belum  lengkap  atau  t i dak  memenuhi  syara t  dan  alasannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Pasangan  ca lon  melakukan  perba ikan  dan  penambahan  

ke lengkapan  berkas  hanya  te rhadap  berkas  yang  dinya takan  

t i dak  lengkap  dan  t i dak  memenuhi  syara t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Pasangan  ca lon  d i l a r ang  mengubah/membongkar /menyesua ikan  

kembal i  dokumen  persyara tan  ca lon  dan  penca lonan  yang  

te lah  dinya takan  memenuhi  syara t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Apabi l a  beberapa  nama pasangan  ca lon  berdasarkan  has i l  

ver i f i k a s i  d inya takan  te l ah  memenuhi  syara t  admin is t r a s i ,  

par ta i  pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  d i l a r ang  mengubah atau  memindahkan  dukungan,  
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ser ta  di l a r ang  mengubah  kompos is i  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k n ya  sete lah  dinya takan  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Apabi l a  perubahan  kompos is i  dukungan  dan/a tau  perubahan  

kepengurusan  pimpinan  par ta i  po l i t i k  d i l akukan  sete lah  

dukungan  dinya takan  memenuhi  syara t ,  maka  perubahan  

te rsebu t  t i dak  berpengaruh  te rhadap  persya ra tan  

penca lonan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  pasa l  40  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  yang  

menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Hasi l  pene l i t i a n  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  39,  

d ibe r i t a hukan  secara  te r t u l i s  kepada  ca lon  par ta i  po l i t i k  

dengan  tembusan  p impinan  par ta i  po l i t i k ,  gabungan  par ta i  

po l i t i k  yang  mengusu lkan ,  atau  ca lon  perseorangan  pal i ng  

lama  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t ung  se jak  tangga l  penutupan  

pendaf ta r an  pasangan  ca lon ,  dengan  keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

a.  Pember i t ahuan  ver i f i k a s i  mel ipu t i  unsur - unsur  berkas  

yang  dive r i f i k a s i ,  s ta tus  berkas  apakah  memenuhi  syara t  

atau  t i dak ,  s ta tus  berkas  apakah  lengkap  atau  t i dak ,  dan  

alasan  ket i dakpemenuhan  syara t  berkas  te rsebu t  menuru t  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  apab i l a  pasangan  ca lon  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  

par ta i  pol i t i k  be lum memenuhi  syara t  atau  di to l a k  karena  

t i dak  memenuhi  syara t  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

15,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  

mengajukan  ca lon  diber i  kesempatan  untuk  melengkap i  

dan/a tau  memperba ik i  sura t  penca lonan  beser ta  persya ra tan  

pasangan  ca lon  atau  mengajukan  pasangan  ca lon  baru  pal i ng  

lama 7 ( tu j uh )  har i  se jak  di te r imanya  sura t  pember i t ahuan  

has i l  pene l i t i a n  persya ra tan  oleh  KPU Prov ins i  atau  KPU 

Kabupaten /Ko ta ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sete lah  

Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  Gugatan ,  Repl i k ,  Bukt i  Sura t ,  

Saks i  dan  Kes impu lan  Para  Penggugat  dihubungkan  dengan  

Jawaban,  Dupl i k ,  dan  Bukt i  Sura t  Tergugat ,  maka  Maje l i s  

Hakim  menyimpulkan  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Para  Penggugat  saat  pendaf ta ran  pada  tangga l  13  

September  2011  te lah  memasukkan  berkas  persyara tan  

baka l  ca lon  kepa la  daerah  te l ah  di te r ima  oleh  

Tergugat  (buk t i  P- 3)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pada saat  Pendaf ta ran  hanya  dihad i r i  o leh  Bakal  Calon  

Waki l  Bupat i ,  sedangkan  ca lon  Bupat i  berada  di l ua r  

daerah  (v i de  kete rangan  saks i  HENDRIKUS BOBI I ,  S.Sos  

pada  pers i dangan  tangga l  16  Desember  2011 ) ,  Pet rus  

Mote  membuat  sura t  mandat  kepada  Alexander  Edowai ,  

SIP  dan  Hendr i k  Bobbi  (Buk t i  P- 4) ,  karena  te rkenda la  

t ranspor t as i  (buk t i  P- 5) ; - - - - - - - - - -   

- Pada saat  pendaf ta ran  Para  penggugat  te l ah  memasukkan  

Formul i r  B.KWK.KPU  ya i t u  fo rmu l i r  dukungan  dar i  

gabungan  par ta i  po l i t i k  pendukung  pasangan  para  

penggugat  yang  te rd i r i  atas  5  ( l ima )  par ta i  po l i t i k  

(buk t i  P  –  6,  T  -  1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tergugat  te l ah  melakukan  ver i f i k a s i  fak tua l  pada  

Pimpinan  Par ta i  d i  Jakar ta  te rhadap  par ta i  po l i t i k  

yang  pada  masa  pendaf t a ran  mendukung  beberapa  

pasangan  baka l  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i  dan  untuk  para  penggugat  

pihak  Terguga t  te lah  melakukan  pene l i t i a n  pada Par ta i  
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Bar isan  Nasiona l  pada tangga l  04 Oktober  2011,  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  dan  Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD)  

05  Oktober  2011  ket i ganya  menyatakan  dukungan  kepada  

pasangan  baka l  ca lon  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  

daerah  kabupaten  Deiya i  yang  la i n  has i l  ver i f i k a s i  

in i  d ibua t  da lam bentuk  ber i t a  acara  (buk t i  T – 3,  T 

-  4 dan T – 5) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tergugat  kemudian  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  objek  

sengketa  pada  tangga l  03  November  2011  d imana  para  

Penggugat  d inya takan  t i dak  lu l us  atau  t i dak  memenuhi  

syara t  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i   (buk t i  

P- 1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  te r hadap  has i l  pene l i t i a n  berkas  

persya ra t an  admin i s t r a s i  khususnya  dukungan  ganda  par t a i  

po l i t i k  te r hadap  beberapa  baka l  pasangan  ca lon  te rmasuk  

kepada  Para  Pengguga t  yang  mendaf t a r  da lam  pers i dangan  

Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  adanya  pember i t ahuan  

te r t u l i s  ten tang  has i l  pene l i t i a n  persyara tan  admin is t r a s i  

yang  te l ah  disampaikan  kepada  pasangan  ca lon  dengan  tembusan  

kepada  pimpinan  par ta i  po l i t i k ,  gabungan  par ta i  po l i t i k  

pengusung  pasangan  Para  Penggugat  yang  te l ah  te rda f t a r  

sebaga i  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  da l i l  Jawabannya  Tergugat  

menyatakan  bahwa  t i dak  benar  Para  Penggugat  ada lah  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  karena  yang  benar  

ada lah  Para  Penggugat  baru  sebaga i  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Baka l  Calon  Waki l  Kepala  Daerah  per iode  tahun  2011- 2016  

yang  mendaf ta r  sete lah  penutupan  masa pendaf ta r an ,  dan  saat  

i t u  Penggugat  Bakal  ca lon  Bupat i  t i dak  had i r  pada  saat  
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mendaf ta r  tanpa  sura t  te r t u l i s  akan  dipe r t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t ;

Menimbang,  bahwa dalam dal i l  Gugatannya  Para  Penggugat  

menyatakan  bahwa Para  Penggugat  melakukan  pendaf ta ran  masih  

da lam  masa  waktu  pendaf ta ran  ya i t u  pada  har i  te rakh i r  

tangga l  13 September  2011 ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  Gugatannya ,  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  P- 2  berupa  Tanda  

Ter ima  Penyerahan  Berkas  Dokumen saat  d i l akukan  pendaf ta r an ,  

te r t angga l  13  September  2011  yang  d i t anda tangan i  o leh  Calon  

Waki l  Bupat i  Alexander  Edowai ,  S. Ip  dan  Ketua  KPU Kabupaten  

Deiya i ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  Jawabannya  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Bukt i  T- 2  berupa  Ber i t a  Acara  

Rapat  Pleno ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasa l  14  ayat  6  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah  menentukan  bahwa :

Ayat  (6 )  KPU  Prov ins i  atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  da lam 
pendaf ta r an  baka l  pasangan  ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  ber tugas :

a. mener ima  berkas  pendaf t a r an  dar i  baka l  pasangan  
ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  
po l i t i k  yang bersangku tan ;

b. mencata t  da lam buku  reg i s t r a s i  :

1)  nama baka l  pasangan  ca lon ;

2)  har i ,  tangga l  dan waktu  pener imaan;

3)  a lamat  dan nomor  te l epon  baka l  pasangan  ca lon ;

c. memer iksa  berkas  ke lengkapan  admin is t r a s i  
sebaga imana dimaksud  dalam Pasa l  10 ;

d. member ikan  tanda  bukt i  pener imaan  pendaf ta ran  
sebaga i  baka l  pasangan  ca lon  dar i  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  po l i t i k ;
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Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  sebaga imana  yang  

disya ra t kan  pada  Pasa l  14  ayat  (6 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  

Tahun  2010  a  quo ,  te rnya ta  kepada  Tergugat  te l ah  

dipe r i n t ahkan  oleh  atu ran  tekn i s  bahwa da lam mener ima  berkas  

pendaf ta r an  dar i  baka l  pasangan  ca lon ,  Terguga t  harus  

membuat  dan mencata tnya  dalam buku  reg i s t e r  yang  memuat  nama 

baka l  pasangan  ca lon ,  har i ,  tangga l  dan  waktu  pener imaan,  

ser ta  alamat  dan nomor  te lepon  baka l  pasangan  ca lon  ;

Menimbang,  bahwa  pada  bukt i  sura t  yang  dia j ukan  oleh  

Para  Pihak  t i dak  di temukan  satupun  bukt i  ten tang  pencata tan  

har i ,  tangga l  dan  waktu  pener imaan  berkas  pendaf t a ran  yang  

seharusnya  dibua t  o leh  Tergugat  sebaga i  a la t  u j i  bag i  

Maje l i s  Hakim untuk  meni la i  kepent i ngan  Para  Penggugat  da lam 

mengajukan  

gugatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  17 Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  

Daerah  menentukan  bahwa :

Pasa l  17 ;

(1 )  

Pada  saat  pendaf ta ran  baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  
dimaksud  dalam  Pasal  15,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  
par ta i  pol i t i k  mendaf ta r kan  daf ta r  nama t im  kampanye  dan  
mendaf ta r kan  reken ing  khusus  dana  kampanye  yang  d ibua t  
pada 1 (sa tu )  bank;

(2 )  

Baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  
harus  had i r  pada saat  pendaf t a ran ;

(3 )  

Apabi l a  sa lah  seorang  atau  kedua- duanya  baka l  pasangan  
ca lon  t i dak  had i r ,  pendaf ta ran  yang  disampaikan  oleh  
par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  t i dak  
di t e r ima ,  kecua l i  ket i dakhad i r an  te rsebu t  d isebabkan  
halangan  yang  t i dak  dapat  d ih i nda r i  yang  dibuk t i k an  
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berdasarkan  sura t  kete rangan  dar i  yang  berwenang;

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  dalam  Pasa l  17  

Pera tu ran  KPU  Nomor  13  Tahun  2010  te rsebu t ,  te rnya ta  

te rdapa t  pengecua l i an  te rhadap  pendaf t a r an  yang  di l akukan  

tanpa  had i rnya  Baka l  Pasangan  Calon  dengan  syara t  bahwa 

ket i dakhad i r an  te rsebu t  d isebabkan  ha langan  yang  t i dak  dapat  

d ih i nda r i  yang  d ibuk t i k an  berdasarkan  sura t  kete rangan  dar i  

yang  berwenang  ;

Menimbang,  bahwa  fak ta  pers i dangan  membukt i kan  baka l  

pasangan  ca lon  atas  nama Pet rus  Mote  t i dak  datang  pada  saat  

mendaf ta r  d i  kanto r  Tergugat  pada tangga l  13 September  2011,  

namun  Para  Penggugat  mampu  membukt i kan  bahwa  ket i dak  

had i rannya  disebabkan  oleh  t i dak  adanya  penerbangan  ke 

Kabupaten  Deiya i  mela lu i  Nabi re ,  karena  pada saat  i t u  Pet rus  

Mote  sedang  berada  di  lua r  daerah  dan  te rkenda la  menuju  ke  

Deiya i  d ibuk t i k an  dengan  Sura t  dar i  PT  Avias ta r  Mandi r i  

Cabang  Nabi re  Nomor  1/ASM/DCA_NBX/ IX /2011 ,  te r t angga l  13  

September  2011  Per iha l  pembata lan  penerbangan  tangga l  13  

September  2011  Rute  Nabi re  –  Enaro ta l i  –  Nabi re  karena  

kenda la  cuaca  hujan  sura t  te rsebu t  d i t u j u kan  kepada  Bpk.  

Pet rus  Mote  in  casu  Penggugat  (buk t i  P- 5)  ;

Menimbang,  bahwa walaupun  Pet rus  Mote  t i dak  had i r  pada  

saat  melakukan  pendaf ta ran  Baka l  pasangan  Calon  te r t angga l  

13  September  2011,  namun  oleh  karena  mampu  membukt i kan  

adanya  Sura t  dar i  PT Avias ta r  Mandi r i  Cabang  Nabi re  Nomor  

1/ASM/DCA_NBX/ IX /2011 ,  te r t angga l  13  September  2011,  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim  bentuk  dar i  ket i dakhad i r an  te rsebu t  

d isebabkan     ha langan  yang  t i dak  dapat  d ih inda r i  yang  

dibuk t i k an  berdasarkan  sura t  kete rangan  dar i  yang  berwenang,  

ha l  te rsebu t  t i dak l ah  ber ten tangan  dengan  Keten tuan  Pasa l  17  

ayat  (1 )  dan (2)  Pera tu ran  KPU Nomor  13 tahun  2010,  seh ingga  

alasan  Tergugat  da lam  objek  sengke ta  yang  menyatakan  bahwa 

te r l ambat  mendaf ta r  dan  Calon  Bupat i  t i dak  hadi r  pada  saat  

mendaf ta r  t i dak  dapat  d ibenarkan  menuru t  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-  

Menimbang,  bahwa  dar i  ha l - ha l  yang  te ru ra i  d ia tas  

Maje l i s  berkes impu lan   bahwa  da lam   menerapkan   keten tuan  

ten tang   tahapan  pene l i t i a n  persyara tan  admin is t r a s i  dan  

se lan ju t nya  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  ob jek  sengke ta ,  

Tergugat  te rbuk t i  t i dak  menerapkan  keten tuan  Pasa l  60 Undang 

–  Undang  Nomor  12  tahun  2008  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

ser ta  Pasa l  39 dan  Pasal  40 Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010 atau  dengan  kata  la i n  Tergugat  te lah  

menerb i t kan   keputusan  obyek  sengketa  a  quo   te l ah  

mengandung  cacat  yur id i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  penerb i t an  obyek  sengketa  

mengandung   cacat   yur i d i s ,    maka  te rhadap   tun tu tan   Para  

Penggugat  yang  memohon  agar  Pengad i l an  menyatakan  bata l  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  

:  08  Tahun  2011  Tangga l  03  November  2011  Tentang  Penetapan  

Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  yang  d inya takan  Lu lus  

dan  Tidak  Lulus   dan  Memer in tahkan  Tergugat  agar  mencabut  

ob jek  sengke ta  a  quo  ada lah  bera lasan  menuru t  hukum dan  

harus  dikabu l kan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  berka i t an  dengan  tahapan  penerb i t an  objek  sengketa  

yang  te lah  te rbuk t i  t i dak  sesua i  dengan  Keten tuan  dasarnya ,  

maka  te rhadap  pelanggaran  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  sebaga imana  yang  dinya takan  oleh  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  t i dak  dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  

Hakim ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  

pengad i l an  memer in tahkan  Terguga t  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  baru  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  te tap  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  dengan  
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mencantumkan  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  

memenuhi  persya ra tan  sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  akan  

dipe r t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - -

Menimbang,  bahwa  seper t i  te l ah  d ipe r t imbangkan  

sebe lumnya  bahwa  dalam  penerb i t an  obyek  sengke ta  Tergugat  

te lah  melakukan  pe langgaran  te rhadap  pera tu ran  perundang  –  

undangan  khususnya  pasa l  60  Undang  –  undang  Nomor  12  Tahun  

2008  ser ta  Pasa l  39  dan  40  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  

2010,  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  Para  Penggugat  

di rug i kan ,  Tergugat  sebaga i  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  

dalam penerb i t an  suatu  keputusan  ta ta  usaha  negara  khususnya  

dalam tahapan  pemi lukada  waj ib  melakukan  tahapan  sebaga imana  

dimaksud  dalam keten tuan  yang  menjad i  dasar  te rb i t n ya  Sura t  

Keputusan .  Hal  in i  te rka i t  pu la  dengan  adanya  dukungan  ganda  

Beberapa  Par ta i  Pol i t i k  pada  beberapa  pasangan  ca lon  yang  

mendaf ta r  yang  da lam  objek  sengketa  te lah  dinya takan  lu l us  

ataupun  t i dak  lu l us  seh ingga  menuru t  Maje l i s  Tergugat  

sepatu tnya  melakukan  Ver i f i k a s i  sebaga imana  dimaksudkan  

dalam  keten tuan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  

Tahun  2010,  se lan ju t nya  has i l  ver i f i k a s i  te r sebu t  

d isampaikan  kepada  para  baka l  ca lon  te rmasuk  kepada  para  

penggugat ,  berdasarkan  ver i f i k a s i  te rsebu t  Tergugat  

menentukan  baka l  ca lon  yang  memenuhi  syara t  untuk  di te t apkan  

sebaga i  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  ; -

Menimbang,  bahwa menuru t  Maje l i s  tun tu tan  para  penggugat  

in  casu  untuk  menerb i t kan  objek  sengke ta  dengan  memasukkan  

nama Para  Penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  tahun  2011  merupakan  kewenangan  

Tergugat ,  seh ingga  tun tu tan  para  penggugat  te rsebu t  

d inya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya  Para  Penggugat  te lah  

pula  menyampaikan  permohonan  penundaan  untuk  i t u  Maje l i s  

akan  mempert imbangkan  mengenai  dapat  t i daknya  permohonan  
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penundaan  Para  Penggugat  d ikabu l kan  o leh  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  mendal i l k an  bahwa 

dengan  dike lua rkan  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  oleh  

Tergugat  je l as  sangat  merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  

dan  juga  akan  mengak iba tkan  adanya  kerug ian  Negara  yang  

leb ih  besar  o leh  karena  i t u  Para  Penggugat  mohon  kepada  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  atau  Maje l i s  

Hakim yang  memer iksa  perkara  Tata  Usaha Negara  in i ,  berkenan  

untuk  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  te rhadap  pelaksanaan  

Objek  Sengketa  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  permohonan  penundaan  te rsebu t  

Tergugat  menanggap inya  da lam  dal i l  Jawaban  yang  menyatakan  

bahwa Tergugat  menolak  penundaan,  karena  pemer iksaan  perkara  

in i  d ip r i o r i t a s kan  seh ingga  akan  dapat  d ise lesa i kan  dalam 

waktu  yang  re la t i f  s ingka t ,  maka  penundaan  t i dak  per lu  

di l akukan ,  apalag i  secara  te rgesa - gesa  hanya  berdasarkan  

bukt i - bukt i  sep ihak  dar i  Para  Penggugat  dan  be lum 

mempela ja r i  bukt i  Tergugat .  Bahwa  dalam  perkara  in i  

kepent i ngan  umum leb ih  besar  dar ipada  kepent i ngan  Para  

Penggugat  karena  te rdapa t  6  (enam)  pasangan  kand ida t  yang  

sedang  menja lan i  tahapan  pemi lukada  Calon  Bupat i  dan  Calon  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  da lam  perkara  52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  te l ah  

mengeluarkan  penetapan  yang  mengabulkan  permohonan  penundaan  

Para  Penggugat  da lam perkara  te rsebu t ,  perka ra  mana objeknya  

sama dengan  Perkara  in  l i t i s  yakn i  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011  

Tangga l  03  November  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lulus  dan  Tidak  Lu lus ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keten tuan  pasa l  67 ayat  (4 )  Permohonan  
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penundaan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 )  :  a.  dapat  

d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  keadaan  yang  sangat  

mendesak  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  penggugat  sangat  

d i rug i kan  j i ka  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

te tap  di l aksanakan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  te l ah  ada  penetapan  

penundaan  pelaksanaan  objek  sengke ta  in  l i t i s  maka  menuru t  

hemat  Maje l i s  meskipun  penetapan  penundaan  berbeda  sub jeknya  

dengan  perkara  Nomor  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR  akan  te tap i  

substans i  dar i  ob jek  sengketa  dalam  perkara  in  casu  sama 

dengan  perkara  Nomor  52/G.TUN/2011 /PTUN.JPR  o leh  karenanya  

dapat  d ianggap  permohonan  penundaan  pelaksanaan  objek  

sengketa  yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  te l ah  d ikabu l kan  

dalam  perkara  Nomor  52/G.TUN/2011/PTUN.JPR  seh ingga  

permohonan  penundaan  Para  Penggugat  da lam  perkara  in  casu  

harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  sebaga i  bagian  

dalam  perkara  in  l i t i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dikabu l kan  sebag ian  maka biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  a  

quo  dibebankan  kepada  Tergugat  yang  besarnya  akan  di te t apkan  

dalam amar  putusan  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Pera tu ran  Komis i  
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Pemi l i han  Umum  Nomor  13  Tahun  2010  ser ta  Pera tu ran  

Perundang- undangan  la i nnya  yang berka i t an  ;  

 M E N G A D I  L I  

DALAM EKSEPSI  :

Menolak  Ekseps i  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

DALAM PENUNDAAN :  

Menolak  permohonan  Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1.  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2.

Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  tahun  2011  tangga l  03  November  

2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

dinya takan  lu l us  dan  t i dak  lu l us  ;

3.

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  08 tahun  2011  

tangga l  03  November  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  lu l us  dan  t i dak  lu l us  ;

4.  

Menghukum Tergugat  Untuk  Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar  

Rp.  101.000 , -  ( Seratus  Satu  Ribu  Rupiah )  ;  

Demik ian  dipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  

Selasa ,  tangga l  20 Desember  2011  o leh   kami  IMANUEL MOUW, 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH,  se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  CECKLY  J.  KEREH, SH,  dan 

DONNY POJA,  SH. ,  masing- masing   se laku   Hakim   Anggota ,  

Putusan   mana  d iucapkan   da lam s idang   yang   te rbuka   untuk  

umum  pada  har i  Rabu,  tangga l  21 Desember  2011 oleh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  SUYADI,  SH,  se laku  

Pani te ra  Penggant i ,  dengan  dihad i r i  o leh  Para  Penggugat  dan 

Kuasa Hukum Tergugat  ;  

HAKIM- HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

   t t d                           t t d  +Matera i  

CECKLY J.  KEREH, SH. IMANUEL MOUW,  SH.

t t d

DONNY POJA,  SH

PANITERA PENGGANTI,       

  t t d

SUYADI,  SH.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

60.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

6.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

5.000 , -

J U M L A H Rp
.

101.000 , -

                     ( Sera tus  

Satu  Ribu  Rupiah )
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